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PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BENGKALIS,

bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus
dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsinya, dan
memenuhi persyaratan administratif dan teknis Bangunan
Gedung agar menjamin keselamatan penghuni dan
lingkungannya,;

bahwa penyelenggaraan Bangunan Gedung harus dapat
memberikan keamanan dan kenyamanan bagi lingkungannya;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Bangunan
Gedung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomorl6);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan 'Pemerintah . Nomor 36 ‘Tahun 2005 tentang -

| 5
R Peraturan Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2002 =
. tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik -
- Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara .
i ;Repubhk Indonesm Nomor 4532), ~ ’
Dengan PersetUJuan Bersama |
) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
' KABUPATEN BENGKALIS
: : ‘dan
BUPATI BENGKALIS
| ‘MEMUTUSKAN' |
© Menetapkan . PERATURAN - DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG

BANGUNAN GEDUNG

o BABI , :
KETENTUAN UMUM

Baglan Kesatu e it
; Pengertlan

' "Pasall 1 -

Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan :

E
S 2.7

. Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkahs yang
" selanjutnya dlsmgkat DPRD adalah  Lembaga Perwakilan -

Daerah adalah Kabupaten Bengkahs

Pemermtah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagal unsur penyelenggara Pemerlntahan Daerah

Bupati adalah Bupat1 Bengkahs

Rakyat Daerah sebaga1 unsur penyelenggara Pemerlntahan

Daerah

,Bangunan Gedung ‘adalah quud flSlk ~hasil pekerjaan

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, -
sebagian atau. seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam -

tanah’ dan/atau air, yang. berfungs1 sebagai tempat manusia
melakukan keglatannya ‘baik  untuk hunian atau tempat

tinggal, keglatan keagamaan, keg1atan usaha kegiatan 3051al L
budaya, maupun keglatan khusus : : S

Bangunan ‘bukan gedung atau prasarana bangunan gedung &
~ adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang i
menyatu ‘dengan tempat kedudukannya sebagian “atau

seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau

' :'f: air, yang tidak dlgunakan untuk tempat human serta tempat
= tlnggal

.VBangunan Gedung Umum adalah Bangunan Gedung yang :
" fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi
; ,keagamaan fung31 usaha maupun fung51 somal dan budaya




. Bangunan Gedung Tertentu adalah Bangunan Gedung yang - =
“digunakan untuk kepentlngan umum dan Bangunan Gedung =
fungsi - khusus, ‘yang dalam ‘pembangunan ~dan/atau - e
.pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau ==

- memiliki kompleksitas - tertentu yang dapat menimbulkan

10

»dampak penting terhadap masyarakat dan hngkungannya

Bangunan Gedung. adat merupakan Bangunan Gedung yang
didirikan - menggunakan kaidah/norma adat masyarakat
‘setempat sesuai dengan budaya dan sistem nilai yang berlaku, -

untuk dlmanfaatkan sebaga1 wadah kegiatan adat

.’Bangunan Gedung dengan gaya/ langgam - tradisional
»merupakan Bangunan Gedung yang  didirikan menggunakan E

kaidah/norma tradisional masyarakat setempat sesuai dengan -

v_budaya yang dlwarlskan 'secara - turun temurun, untuk

dimanfaatkan sebagal ‘wadah keg1atan masyarakat sehari-hari

o selaln dari keglatan adat

11

12

14

Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klas1ﬁkaSl dari fungsl.   1 o
 Bangunan  Gedung ‘berdasarkan - pemenuhan tingkat

persyaratan admlnlstratlf dan persyaratan teknlsnya

Keterangan Rencana Kabupaten adalah informasi tentang a1
' persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang d1ber1akukan S
“oleh Pemerlntah Kabupaten pada lokasi tertentu. -

Y ¢13.Iz1n Mendlrlkan Bangunan yang selanJutnya disingkat IMB

adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten -

Bengkalis kepada Pemilik Bangunan untuk membangun baru,
mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat

~Bangunan -Gedung sesual dengan persyaratan admlmstratlf e |
'dan persyaratan teknls S D ’

Permohonan Izin Mendlrlkan Bangunan adalah permohonan_ -

. yang dilakukan Pemilik Bangunan kepada Pemerintah Daerah
: untuk mendapatkan izin mendirikan: Bangunan :

~15.

Garls Sempadan Bangunan Gedung adalah garis maya pada,;
persil atau tapak 'sebagai batas minimum dlperkenankannya e
‘didirikan - Bangunan Gedung, d1h1tung dari gar1s sempadan .

© jalan, tepi- sungal atau tepi panta1 atau jaringan tegangan -

. t1ngg1 atau garls sempadan pagar atau batas persil atau tapak. an
16.

Koefisien 'Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB

adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh .

- ..lantai dasar Bangunan Gedung dan luas lahan/ tanah

~perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana E '
“tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

7.

18,

':Koeﬁswn Lantal Bangunan, yang selanjutnya dlslngkat KLB

adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh
lantai Bangunan Gedung dan luas tanah perpetakan/daerah
perencanaan: yang dikuasai : sesuai rencana tata ruang. dan
rencana tata bangunan dan hngkungan ‘ S

Koefisien Daerah Hijau, yang selan_]utnya dlslngkat KDH‘;

adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh

ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan

- bagi - pertamanan/penghl_]auan ~ dan . luas tanah =

' perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana

tata ruang dan rencana tata bangunan dan hngkungan




10,

Koeﬁswn Tapak Basemen yang selanjutnya dlslngkat KTB EVREE

- adalah angka persentase ‘perbandingan antara luas tapak
g basemen “~dan’ luas lahan/tanah - perpetakan/daerah

= perencanaan yang d1kuasa1 sesuai rencana tata ruang dan .

rencana tata bangunan dan llngkungan

.. 20.

Pedoman = Teknis adalah acuan “teknis yang merupakan' S

'penjabaran lebih . lanjut dari peraturan pemerintah dalam

T bentuk ketentuan tekms penyelenggaraan Bangunan Gedung

21
+ standar tata cara ‘standar spesifikasi, dan standar metode uji

Standar Teknls adalah standar yang dibakukan sebagal

. baik berupa Standar ‘Nasional Indonesia maupun .standar

internasional : yang. d1berlakukan dalam penyelenggaraan

. Bangunan Gedung

22

Rencana Tata Ruang Wllayah Kabupaten yang selanjutnya ,
disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah

o kabupaten yang telah d1tetapkan dengan peraturan daerah.

23. o
selanjutnya disebut ‘RDTR adalah penjabaran dari Rencana

Rencana Detail Tata Ruang 'Kawasan Perkotaan yang

Tata Ruang - Wilayah kabupaten ke ~ dalam rencana .

l' pemanfaatan kawasan perkotaan. .

24."Peraturan Zona81 ‘adalah ketentuan yang mengatur tentang

‘persyaratan - pemanfaatan ruang “dan ketentuan

~‘ "_-pengendahannya -dan dlsusun untuk - setiap blok/ zona
: peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana r1n01 tata

B ruang
. 25,
~ disingkat- RTBL - adalah panduan rancang bangun suatu

Rencana Tata Bangunan dan Llngkungan yang selanjutnya

- kawasan - untuk - mengendalikan pemanfaatan ruang -yang
‘memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana

-umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan

pengendahan ‘rencana dan . pedoman pengendahan

i pelaksanaan

26.

Penyelenggaraan Bangunan .~Gedung  adalah keglatan
pembangunan Bangunan Gedung yang mehputl proses

- Perencanaan Teknis - dan -pelaksanaan ‘konstruksi = serta

- 07.

keglatan pemanfaatan pelestarlan dan pembongkaran

Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar teknls

* Bangunan . Gedung dan kelengkapannya ‘yang meng1kut1

“tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan

- gambar kerja yang terdiri:- atas: rencana arsitektur, rencana

struktur rencana mekamkal/ elektr1kal rencana tata ruang

" luar, ~ rencana tata ruang-dalam/ 1nter10r serta’ rencana

‘28.‘
. Bangunan  Gedung yang disusun ‘secara - tertulis  dan

spesifikasi teknis, rencana anggaran blaya dan perh1tungan.
teknis pendukung sesua1 pedoman dan Standar Teknis" yang
berlaku.

Pertlmbangan Teknls adalah pertlrnbangan dar1 T1m Ahli

profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis

- Bangunan  Gedung baik ‘dalam’ proses - pembangunan,

T Gedung

pemanfaatan, pelestarlan maupun pembongkaran Bangunan




29.

Pemanfaatan - 'VB'angi.man . Gédung ' adalah keg1atan

‘memanfaatkan Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang

e telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan,

0.

‘dan pemerlksaan secara berkala o

Pemeriksaan Berkala adalah keglatan pemerlksaan keandalan

~“seluruh atau- sebaglan Bangunan Gedung, komponen, bahan :

bangunan dan/atau prasarana . dan sarananya dalam

tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelalkan fungsi

3L

32,

Bangunan Gedung
Laik Fung31 adalah suatu kond1s1 Bangunan Gedung yang

‘memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis

sesual dengan fungs1 Bangunan Gedung yang dltetapkan o

Pemehharaan adalah keglatan menjaga keandalan Bangunan
Gedung beserta prasarana dan sarananya agar selalu La1k o

e Fungsi.

33.

‘Perawatan adalah keglatan memperba1k1 dan /atau menggant1
- bagian: Bangunan ‘Gedung, komponen, bahan bangunan,

- dan/atau prasarana dan sarana agar Bangunan Gedung tetap b

- 35.

~Laik Fungsi.
- 34.
. pemeliharaan Bangunan Gedung dan hngkungannya untuk

Pelestarlan adalah keglatan perawatan pemugaran s'ertaf

mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan ‘k
aslinya atau scsual dengan keadaan menurut perlode yang :

‘ d1kehendak1 S |
Pemugaran Bangunan Gedung yang v dilindungi dan
dilestarikan -adalah kegiatan. memperbaiki, memulihkan

e kembah Bangunan Gedung ke bentuk aslinya.

36.

Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan

“seluruh atau sebaglan Bangunan Gedung, komponen, bahan

i bangunan dan/atau prasarana dan sarananya

'37.

38.
» kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah

39.

Penyelenggara Bangunan Gedung - ‘adalah pemilik, Penyedla
Jasa Konstruk31 dan Pengguna Bangunan Gedung

Pemilik Bangunan Gedung adalah. orang, badan hukum, a

sebagai Pem111k Bangunan Gedung
Pengguna Bangunan Gedung adalah - Pem111k Bangunan

Gedung dan/atau bukan ~Pemilik" ‘Bangunan Gedung |
berdasarkan kesepakatan dengan Pem111k Bangunan Gedung, .

yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung

- atau bagian Bangunan Gedung sesual dengan fungsi yang.

E dltetapkan o

k40.‘Penyed1a Jasa Konstruks1 Bangunan Gedung adalah orang

perorangan atau badan yang keglatan usahanya menyediakan

layanan jasa ‘konstruksi bidang Bangunan Gedung, meliputi =

perencana “teknis, - pelaksana = konstruksi,

pengawas/ mana_]emen konstruksi, ‘termasuk Pengkaji Teknis - -

: Bangunan Gedung dan Penyedla Jasa Konstruk31 lainnya.




41.

6

T1m Ahh Bangunan Gedung, yang selanjutnya dlslngkat TABG

- adalah tim yang terdiri- dari para ahli yang terkait ‘dengan

penyelenggaraan Bangunan Gedung ‘untuk memberikan

‘Pertimbangan Teknis ~dalam’ proses - penelitian dokumen

rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga

“untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah
"penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentu yang susunan
~ anggotanya dltun_]uk secara kasus per kasus disesuaikan
- dengan komplek31tas Bangunan Gedung Tertentu tersebut

42,
' yang mempunyai sertlfikat keahlian untuk melaksanakan

Pengka_]l Tekms adalah orang perorangan, ‘atau badan hukum

- Vpengka_uan teknis atas _kelaikan fungsi- Bangunan Gedung
B sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

43.

Pengawas adalah orang ~yang mendapat tugas - untuk

' mengawasi ‘pelaksanaan mendirikan" bangunan sesuai dengan

IMB yang d1angkat oleh Pemlhk Bangunan Gedung

44.
~ "usaha, -dan ‘lembaga atau - organisasi . yang kegiatannya

Masyarakat adalah perorangan, kelompok badan hukum atau

di bidang Bangunan Gedung, ; termasuk masyarakat hukum

~ adat dan ‘masyarakat ahli, yang berkepentmgan ‘dengan

45,

penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung

~adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan

"perwu_]udan kehendak dan kemglnan masyarakat untuk

 memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan,
' . menyampaikan pendapat dan pertlmbangan ‘serta melakukan

Gugatan - Perwakllan berkaltan dengan penyelenggaraan

W Bangunan Gedung

46.

Dengar Pendapat Publik adalah - forurn dlalog yang dladakan

~untuk- mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat

baik berupa pendapat ‘ pertlmbangan maupun usulan dari

'masyarakat umum “sebagai “masukan untuk- menetapkan

‘kebijakan - Pemermtah/ Pemerintah ~ Daerah dalam

e penyelenggaraan Bangunan Gedung

47.

Gugatan Perwakllan adalah gugatan yang berkaitan dengan

 penyelenggaraan Bangunan _Gedung yang diajukan oleh satu

- orang atau lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan

- gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligus
- mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta
- atau - dasar ‘hukum antara ~wakil kelompok dan " anggota

49,

o kelompok yang dlmaksud
48,
 kegiatan- pengaturan pemberdayaan, dan pengawasan dalam

Pembinaan’ Penyelenggaraan Bangunan Gedung  adalah

rangka mewujudkan tata pemenntahan yang baik sehingga
setiap - penyelenggaraan Bangunan -Gedung dapat berlangsung

tertib dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai

dengan fungsmya serta terwu_]udnya kepastlan hukum.

Pengaturan adalah penyusunan dan pelembagaan peraturan
perundang-undangan, pedoman, | petunJuk ~dan Standar
Teknis Bangunan . Gedung sampai di  daerah . dan
operasionalisasinya di masyarakat.




s 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28

: 50 Pemberdayaan adalah keglatan untuk menumbuhkembangkan
‘kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran para
Penyelenggara ‘Bangunan Gedung dan aparat Pemerintah
“Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung

51 Pengawasan “-adalah pemantauan terhadap pelaksanaan'
‘penerapan peraturan perundang—undangan bldang Bangunan
Gedung dan upaya penegakan hukum A : i

‘ Bag1an Kedua i :
Maksud TuJuan dan Llngkup

Paragraf 1
~Maksud

‘fpasélzf?

: Peraturan Daerah -ini dlmaksudkan sebaga1 pengaturan lebih
lanJut dari” Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
. Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun

,fTahun 2002 tentang Bangunan Gedung, baik dalam pemenuhan
- persyaratan yang diperlukan- dalam penyelenggaraan bangunan
- gedung, maupun dalam pemenuhan tertlb penyelenggaraan _
' bangunan gedung di daerah : :

Paragraf 2
’I‘ujuan

Pasal 3

‘ ijeraturan daerah ini: bertu_]uan untuk

_a. mequudkan Bangunan Gedung yang fungsmnal dan sesuai
‘dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan
llngkungannya ‘

' b. mewu_]udkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang
menjamin keandalan - teknis Bangunan Gedung dari segi
keselamatan, kesehatan kenyamanan dan kemudahan;

c. mequudkan kepastlan hukum : dalam penyelenggaraan
jBangunan Gedung

, Paragraf 3
- Lingkup

. ‘Pasal 4

(1)L1ngkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan mengenalk
fungsi dan-: Klasifikasi * Bangunan Gedung, persyaratan |
fBangunan Gedung, penyelenggaraan Bangunan Gedung, TABG, .
Peran Masyarakat, =~ pembinaan dalam penyelenggaraan
Bangunan Gedung, sanks1 adm1n1strat1f penyldlkan pidana,

‘ :dan perahhan



(2)Untuk Bangunan Gedung flirigs1 ‘khursus dalam hal
persyaratan penyelenggaraan dan pembmaan tldak dlatur
dalam Peraturan Daerah ini. e

BAB II

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Baglan Kcsatu A
- Fungsi Bangunan Gedung o

Lo Pasal S

(1)Fungs1 Bangunan Gedung merupakan ketetapan mengenal ;
pemenuhan persyaratan teknis Bangunan ‘Gedung ditinjau dari
- segi- tata bangunan ‘dan " lingkungan maupun keandalannya

~ serta ‘sesuai dengan peruntukan loka51 yang diatur dalam,;‘ : »:,;

RTRW RDTR dan / atau RTBL

(2) Fung31 bangunan gedung mehputl

*,a.'

Bangunan Gedung fungs1 human dengan fung81 utama E

2 ‘sebagal tempat manu31a tlnggal

b.

Bangunan Gedung fungs1 keagamaan dengan fungs1 utama )
; sebagal tempat manusia melakukan 1badah

. Bangunan Gedung fungsi usaha dengan fung51 utama sebagal'.:j ‘

tempat manusia melakukan keglatan usaha;

. Bangunan Gedung fungsi somal dan budaya dengan fungsi :

utama sebagai tempat manu81a melakukan kegiatan sosial
dan budaya : . B : ; ,

.Bangunan Gedung fung51 khusus dengan fungsi utama"‘
~sebagai tempat ‘manusia  melakukan = kegiatan yang

- mempunyai  tingkat kerahas1aan t1ngg1 dan/atau . tingkat

risiko bahaya tlnggl dan

Bangunan Gedung leblh dari satu fungs1 |

Pasal 6

(l)Bangunan Gedung fung31 hunlan dengan fungsi utama sebagal 8
, tempat manusia tmggal dapat berbentuk

A
b,
C.

~>d

bangunan rurnah tmggal tunggal
bangunan rumah tmggal deret | ,
bangunan rumah t1nggal susun; dan

bangunan rumah t1ngga1 sementara

(2)Bangunan Gedung fungs1 keagamaan dengan fungsi utama.
sebagai tempat manusia melakukan 1badah keagamaan dapat
~berbentuk: : ; : -

a.
b.

d.]

bangunan maS_]ld mushalla langgar surau -
bangunan gere_]a kapel :

bangunan pura;

bangunan v1hara,, '




e
f

(3) Bangunan Gedung fung51 usaha dengan fungs1 utama sebagai

bangunan kelenteng, dan ’

bangunan keagamaan dengan sebutan lamnya

, tempat manu31a melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk:

b

Bangunan ‘ Gedung perkantoran ) sepertl " bangunan "- 8
,perkantoran non pemermtah dan se_]emsnya : ‘

Bangunan Gedung perdagangan sepert1 bangunan pasar,

L pertokoan pusat perbelanjaan mal dan sejemsnya

Bangunan Gedung pabr1k

. Bangunan Gedung perhotelan sepertl bangunan hotel, motel

hostel, penglnapan dan sejenlsnya

.'Bangunan Gedung _wisata dan rekrea31 séperti ;temp’atv .
,»rekreas1 bloskop dan sejenisnya; '

Bangunan Gedung terminal sepertl bangunan stasmn kereta

api, terminal bus' angkutan umum, halte bus, terminal peti - ..

‘kemas pelabuhan  laut, pelabuhan sunga1 pelabuhan

perikanan, bandar udara;.

. Bangunan Gedung tempat penylmpanan sementara . sepert1
';bangunan gudang, gedung parkir dan’sejenisnya; dan

.Bangunan Gedung tempat ‘penangkaran atau budldaya i

sepert1 bangunan sarang burung walet bangunan peternakan

' sap1 dan seJenlsnya

(4) Bangunan Gedung s031a1 dan budaya dengan fungsi utama

. sebagai tempat manus1a melakukan keglatan sosial dan budaya S

dapat berbentuk

a. .
" sekolah taman kanak kanak ‘pendidikan dasar, pendidikan - -
-'(menengah pendldlkan tmggl kursus dan semacamnya;

Bangunan Gedung pelayanan pendldlkan sepert1 bangunan

. Bangunan' Gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan

puskesmas, pohkhmk rumah bersahn rumah sakit termasuk
pant1 pant1 dan seJenlsnya : :

..Bangunan Gedung kebudayaan sepert1 bangunan museum, |
- gedung keseman Bangunan Gedung adat dan sejenisnya;

.Bangunan Gedung laboratorlum ~ sepertl - bangunan
‘laboratorium fisika, laboratorlum k1m1a dan laboratonum

lalnnya dan -

. Bangunan | Gedung pelayanan umum sepertl ba_rlgunan e

- stadlon gedung olah raga dan se_]enlsnya

(5)Bangunan fung31 khusus dengan , fungs1 utama yang

'memerlukan tingkat ‘kerahasiaan tinggi untuk - kepentingan -

~ nasional dan / atau yang mernpunyal tlngkat r1s1ko bahaya yang ,
tlnggl TR -
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(6) Bangunan Gedung leb1h dar1 satu fung31 dengan fungsi utama
: komblna31 lebih dari satu fung81 dapat berbentuk:
Ca. Bangunan rumah dengan toko (ruko), '
f‘ \b Bangunan rumah dengan kantor (rukan),
| Vic Bangunan Gedung rnal apartemen perkantoran
‘ | d Bangunan Gedung mal—apartemen perkantoran perhotelan
| "e dan se_]emsnya A T

~ , Baglan Kedua
Klas1ﬁka51 Bangunan Gedung

Pasal 7

~(1)Klas1ﬁkasi : ;Barrigunan Gedung ' me»h;urut kelompok‘ furigsi .
“bangunan didasarkan pada pemenuhan syarat admlnlstra31 dan
persyaratan teknis Bangunan Gedung. :

(2) Fung31 Bangunan Gedung sebaga1mana dimaksud dalam
Pasal ' 5 diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleks1tas‘

- ‘ tmgkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, . =

lokas1 ketlngglan dan/atau kepemlhkan

' (3) Klas1ﬁka81 berdasarkan tlngkat kompleks1tas mehputl

- a. Bangunan Gedung sederhana, yaitu. Bangunan Gedung

~ dengan karakter- sederhana serta memiliki- kompleksitas dan
. teknologi sederhana dan/atau Bangunan Gedung yang sudah = -
 memiliki desam prototlp, S ’

b Bangunan Gedung tidak sederhana yaltu Bangunan Gedung S

~ dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas
- dan atau teknologl tldak sederhana; dan

C. Bangunan Gedung khusus yaltu Bangunan Gedung yang
» *memlhkl penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam
S perencanaan “dan pelaksanaannya ‘memerlukan :

penyelesalan / teknolog1 khusus. :

/ (4) K1a51ﬁka81 berdasarkan tlngkat permanen31 mellput1

a Bangunan Gedung darurat atau sementara, ya1tu Bangunan o

- Gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyal"
© umur layanan sampai dengan 5 (lima) tahun;

“b. Bangunan Gedung semi permanen, yaltu Bangunan Gedung;“
yang: ‘karena fungsinya d1rencanakan mempunyai umur

, 'layanan d1 atas S (hma) sampal dengan 10 (sepuluh) Tahun;-
serta

c. Bangunan Gedung permanen yaltu Bangunan Gedung yangf“ "
~karena fungsinya direncanakan mempunyal umur layanan
~di atas 20 (dua puluh) tahun. :

- (5) K1a31ﬁka81 berdasarkan tlngkat risiko kebakaran mehputl

a. Tlngkat risiko- ‘kebakaran - rendah yaltu Bangunan Gedung,
yang karena fungsinya, disain penggunaan bahan dan’
- komponen unsur pembentUknya serta kuantitas dan kualitas-
bahan yang ada di dalamnya tlngkat mudah terbakarnya
.rendah L P : L D
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b Tlngkat rlslko kebakaran sedang, yaltu Bangunan Gedung'
yang- karena fungsinya, disain - penggunaan bahan dan
komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas
bahan yang ada d1 dalamnya tlngkat mudah terbakarnya

' sedang, serta’ ‘

,; c. Tlngkat risiko kebakaran t1ngg1 yaltu Bangunan Gedung yang
- karena fungsinya, dan disain penggunaan bahan dan

-~ komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas .

. bahan yang ada di dalamnya tlngkat mudah terbakarnya o
sangat tlnggl dan/ atau tlnggl L o

(6) Klas1ﬁkas1 berdasarkan zonasi gempa mehputl tlngkat zonasi
gempa di w1layah Kabupaten Bengkalis berdasarkan tingkat
“ kerawanan bahaya gempa, sebagaimana dijabarkan lebih lanjut
dalam Lamplran I yang mempakan baglan t1dak terp1sahkan
pada Peraturan Daerah 1n1 ‘ : :

(7) Kla31ﬁka31 berdasarkan loka31 mehputl

a. Bangunan Gedung di loka31 renggang, yaltu Bangunan‘
Gedung “yang pada umumnya - terletak pada daerah

' plngglran / luar kota atau daerah yang berfungsi sebagal
resapan : -

b Bangunan Gedung d1 loka81 sedang, yaltu Bangunan Gedung '
-+ yang pada umumnya terletak di daerah permuklman serta

. Bangunan Gedung d1 lokasi padat yaltu Bangunan Gedung
- yang pada umumnya terletak d1 daerah perdagangan/ pusat
kotay,i_.& e « o , :

(8) Klas1ﬁkas1 berdasarkan ketmgglan Bangunan Gedung meliputi:

a. Bangunan Gedung bertlngkat rendah yaltu Bangunan
i Gedung yang memlhkl Jumlah lantal sampal dengan 4 lantai;

~b. Bangunan Gedung bertmgkat sedang, yaitu Bangunan "

- Gedung yang ‘memiliki jumlah lantai mulai dari 5 lantai o

= ‘sampai dengan 8 lantal serta-

c Bangunan Gedung bertlngkat tmggl yaltu Bangunan Gedung
yang ‘memiliki Jumlah la.ntal leblh dari 8 lantai. L

(9) Klas1ﬁkas1 berdasarkan kepemlhkan mehput1

a. Bangunan Gedung milik negara, yaitu Bangunan Gedung
- untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan
- milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang -
‘berasal dari dana APBN, dan/ atau APBD, dan/atau sumber
‘ :pemblayaan ‘lain, - seperti: ‘gedung . kantor ' dinas, gedung
- sekolah, gedung rumah saklt gudang, rumah negara, dan
lain-lain;- ST 8 : , ; o

- b. Bangunan Gedung m111k perorangan yaltu Bangunan Gedung

_yang merupakan kekayaan milik pribadi atau perorangan dan

- diadakan dengan. sumber pemblayaan dar1 dana pr1bad1 atau
‘perorangan serta

c.‘Bangunan Gedung m111k badan usaha yaltu Bangunan _
‘Gedung yang merupakan kekayaan milik badan usal'la non
pemerintah dan diadakan dengan sumber pembiayaan dar1
: dana badan usaha non pemerlntah tersebut




;‘Pasal. 8 i

(1)Penentuan K1a31ﬁka31 Bangunan Gedung atau bagian darl,
- gedung ditentukan’ berdasarkan fungsi yang digunakan dalam
~_perencanaan, pelaksanaan atau perubahan yang. dlperlukan'j.
 pada: Bangunan Gedung. : :

: (2)Fung31 dan Klasifikasi Bangunan Gedung harus sesuai dengan
peruntukan lokas1 yang d1atur dalam RTRW RDTR, dan/atau
RTBL - ‘ :

- (3)Fung31 dan Klas1ﬁkas1 Bangunan Gedung dlusulkan oleh‘

- Pemilik Bangunan - Gedung - dalam bentuk rencana teknis
‘Bangunan Gedung melalui penga_]uan - permohonan izin
- mendirikan Bangunan Gedung L

(4) Penetapan fungsi Bangunan Gedung dllakukan oleh Pemermtah j
‘Daerah melalui penerbltan IMB berdasarkan RTRW, RDTR
dan/ atau RTBL kecuah Bangunan Gedung fungs1 khusus oleh
Pemermtah - : : o , '

Pasal 9 .
(1)Fungs1 dan Klas1ﬁka31 Bangunan Gedung dapat diubah dengan:
mengajukan permohonan IMB baru :

'(2)Perubahan : fung31 dan K1a31ﬁka81 Bangunan Gedung
' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ‘diusulkan oleh pemilik :

dalam bentuk rencana ‘teknis Bangunan Gedung sesuai dengan -

peruntukan loka51 yang dlatur dalam RTRW RDTR dan/ atau‘ ‘
“RTBL. : : .

‘(3)Perubahan fung51 dan /atau Kla31ﬁkas1 Bangunan Gedung harus, S

diikuti dengan pemenuhan persyaratan admlmstratlf dan'
persyaratan tekms Bangunan Gedung yang baru. ~

(4) Perubahan fungsi dan /atau K1a81ﬁka31 Bangunan Gedung harus‘
d11kut1 dengan perubahan data fung31 dan/atau Klasifikasi
Bangunan Gedung - :

(5) Perubahan fung81 dan Kla81ﬁka31 Bangunan Gedung dltetapkan
‘oleh' Pemerintah = Daerah dalam  izin - mendirikan Bangunan
Gedung, kecuali Bangunan Gedung fung31 khusus ditetapkan
oleh Pemerlntah AR S RIS ‘

BABII i
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG .

Baglan Kesatu
Umum e

Pasal 10
(1)Set1ap Bangunan Gedung harus memenuhl persyaratan-

" administratif dan persyaratan tekms sesuai dengan fungsi
Bangunan Gedung ' SO :
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‘(2)Persyaratan admlnlstratlf Bangunan Gedung rnehputl

~ a. status hak atas tanah dan/ atau 1zm pemanfaatan dari
pemegang hak atas tanah; : t t

b. status kepemlhkan Bangunan Gedung, serta

 c. IMB. g : |
R :‘(3)Persyaratar'1k"t'eknis Bangunan Gedung f‘nelip‘uti"
a. persyaratan tata bangunan dan llngkungan yang terdiri atas:
: '1) persyaratan peruntukan lokasi;

| 2) 1ntens1tas Bangunan Gedung; -

- 3) ar'sitewkturBangunah‘ Gedung; =

: 4) péngendalian ~dampak “lingkungan | untuk - Bangunan | o

Gedung Tertentu; serta T : ‘ o

- 5) rencana tata bangunan dan’lvingkunéan |
Ly | b.?persyaratan keandalan Bangunan Gedung terdm atas:
1) persyaratan keselamatan ’
2) persyaratan kesehatan

_3) persyaratan kenyamanan; serta
4) persyaratan kemudahan

(4) Persyaratan tekms sebagalmana dlmaksud pada ayat (3)
© huruf b khusus untuk bangunan gedung fungsi hunian rumah
tinggal tunggal dan rumah deret sederhana diatur lebih lanjut

‘ dalam Peraturan Bupat1 e 3 :

: Baglan Kedua
Persyaratan Adm1mstrat1f

A Paragraf 1 .
Status Hak Atas Tanah

Pasal 1 1

ﬁ(l)Setlap Bangunan Gedung harus d1d1r1kan d1 atas tanah yang'
- jelas kepemlhkannya baik milik sendiri atau milik pihak lain.

o V(2)Status hak atas tanah sebagalmana dimaksud pada ayat" (1)7
- diwujudkan dalam bentuk dokumen sertifikat hak atas tanah
atau bentuk dokumen keterangan status tanah lalnnya yang '

(3)Da1am hal tanahnya mlhk p1hak lain, Bangunan Gedung hanya -
dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang
hak atas tanah atau pem1hk tanah dalam bentuk perjanjian .
‘tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pem111k tanah -
dengan Pem111k Bangunan Gedung.

4) Perjanjlan tertuhs sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) memuat
paling sedikit ‘hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan

 batas-batas tanah, serta fung31 Bangunan Gedung dan Jangka E
waktu. pemanfaatan tanah . SRR
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: ’(S)Bangunan Gedung yang karena faktor budaya atau- tradlslf

setempat harus d1bangun di atas air sungal air laut, air danau~
harus mendapatkan izin dar1 bupatl

(6)Bangunan Gedung yang akan dlbangun di atas tanah milik .
' sendiri atau-di atas ‘tanah milik orang lain yang terletak di

~kawasan- rawan bencana alam harus mengikuti persyaratan

yang d1atur dalam Keterangan Rencana Kabupaten :

Paragraf 2
Status Kepemlhkan Bangunan Gedung

Pasal 12

(l)Status kepemlhkan Bangunan Gedung d1bukt1kan dengan surat
 bukti kepemilikan Bangunan Gedung yang -dikeluarkan oleh -
Pemerintah Daerah kecuah Bangunan Gedung fung31 khusus
oleh Pemermtah el : -

g (2)Penetapan status kepemlhkan Bangunan Gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses IMB
“dan/atau pada saat® pendataan Bangunan Gedung, sebagai
sarana tertib pembangunan, tertib pemanfaatan dan kepastian -
hukum atas kepemlhkan Bangunan Gedung :

o (3)Status kepemlhkan ‘Bangunan Gedung adat pada ‘masyarakat '
hukum - adat ditetapkan oleh ~masyarakat hukum adat
bersangkutan berdasarkan norma dan kearlfan lokal yang
- berlaku di lmgkungan masyarakatnya

(4)Kepem1hkan Bangunan Gedung dapat d1a11hkan kepada plhak -
_lain. '

(S)Pengahhan hak kepemlhkan Bangunan Gedung ‘kepada plhak
lain harus dilaporkan kepada bupati- untuk dlterbltkan surat .
keterangan bukti kepemlhkan baru. ~ :

- (6)Pengahhan hak kepemlhkan Bangunan Gedung sebagalmana”‘
dimaksud pada ayat (5) oleh Pem111k Bangunan Gedung yang

“bukan pemegang hak ‘atas tanah, terlebih dahulu harus SR

mendapatkan persetujuan pemegang hak atas tanah.

- (7)Status kepemlhkan Bangunan Gedung adat pada masyarakat

hukum  adat ditetapkan oleh = masyarakat hukum adat- -

bersangkutan ‘berdasarkan norma dan kearlfan lokal yang -
berlaku di llngkungan masyarakatnya : ’

: (8)Tata cara pembukt1an kepemlhkan Bangunan Gedung kecuali-

‘sebagaimana yang dlmaksud pada ayat (3) dlatur sesuai dengan R

ketentuan peraturan perundang undangan ‘

Paragraf 3
IMB

Pasal 13

,_(l)Setlap orang atau badan Wa_]lb memlhkl IMB dengan',

‘mengajukan - permohonan IMB kepada bupat1 untuk melakukan

: keglatan

a. pembangunan Bangunan Gedung dan/ atau prasarana i
? Bangunan Gedung, : :
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b rehab111ta31/ renovasi Bangunan Gedung dan/ atau prasarana .

" Bangunan  Gedung = meliputi ~ perbaikan/ perawatan '
perubahan perluasan/ pengurangan dan.

c pemugaran/ pelestarlan dengan mendasarkan pada surat :
e Keterangan Rencana Kabupaten (advzs planmng) untuk loka81 '
~yang bersangkutan ‘ ‘ :

(2)Izm mendlrlkan Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud
-pada ayat (1) - diberikan oleh Pemerintah Daerah, kecuah
‘Bangunan Gedung fung31 khusus oleh Pemerintah.

-(3) Pemerlntah Daerah waJ1b memberlkan 'secara cuma-cuma surat
Keterangan Rencana Kabupaten sebagalmana dimaksud pada
~ ayat (1) untuk lokasi ‘yang bersangkutan kepada setiap orang

“yang: ‘akan - menga_]ukan permohonan IMB  sebagai dasar -

~ penyusunan rencana teknls Bangunan Gedung.

‘ (4) Surat Keterangan Rencana Kabupaten sebagalmana dlmaksud‘
" pada: ayat (3) merupakan ‘ketentuan yang berlaku untuk lokasr
,y‘yang bersangkutan dan bCI'ISI

a fung31 Bangunan Gedung yang dapat dlbangun pada lokasi R
v bersangkutan,‘ : '

b ketlngglan mak31mum Bangunan Gedung yang duzmkan 1 o

Ac jumlah lantal/ lapls Bangunan Gedung di bawah permukaan R
tanah dan KTB yang diizinkan; : :

~k ;?d garls Sempadan dan Jarak bebas m1n1mum Bangunan Gedung ‘
| yang diizinkan; k ‘ , ‘

e KDB maks1mum yang duzmkan

- f. KLB rnak31mum yang dnzlnkan

- KDH mlmmum yang dlwajlbkan . -
h KTB mak31mum yang duzmkan dan
i Jarmgan ut111tas kota L '

(5)Dalam surat Keterangan Rencana Kabupaten sebagalmana
- dimaksud pada “ayat (4). dapat juga dicantumkan ketentuan-
- ketentuan - khusus igyang - berlaku  untuk lokasi yang
~bersangkutan. DR o = ‘

. - S Paragraf 4 ~ ' ’
IMB d1 Atas dan /atau di Bawah Tanah A1r dan / atau
o Prasarana/ Sarana Umum ot

[PaSal 14 ;,l

' (1)Permohonan IMB untuk Bangunan Gedung yang dibangun di
- atas dan/atau di- bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana
umum harus mendapatkan persetUJuan dar1 instansi terkait.

(2)IMB untuk pembangunan Bangunan Gedung sebagalmana
- dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat Pertimbangan Teknis
TABG dan dengan mempertlmbangkan pendapat masyarakat.

(3)Pembangunan Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud pada
~ayat (1) Wa_]lb meng1kut1 Standar Tekms dan pedoman yang
terka1t S R : :
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o ParagrafS. e
- Kelembagaan :

Pasal 15

‘ (l)Dokumen Permohonan IMB dlsampalkan/ dlajukan kepada :
-instansi yang menyelenggarakan ‘urusan = pemerintahan
di bldang per1z1nan 3 , 5 ‘
(2)Pemer1ksaan dokumen : renCana - teknis . dan administratif
~ dilaksanakan - -oleh " instansi teknis. pembina  yang
E menyelenggarakan urusan pemermtahan d1 bidang Bangunan
Gedung RN A ‘ TR N ,

(3)Bupat1 dapat mehmpahkan sebaglan kewenangan penerbltan
" IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada
“instansi yang menyelenggarakan urusan pemermtahan bidang
perlzlnan dan Camat. :

k(4) Pehmpahan sebaglan kewenangan sebagalmana d1maksud pada“’
- ayat (3) mempertlmbangkan faktor : :

~ a.' eﬁs1ens1 dan efekt1v1tas

b. mendekatkan pelayanan pemberlan IMB kepada masyarakat

'c"."fung31 bangunan ‘klasifikasi ~ bangunan, luasan tanah

dan/atau bangunan _yang - mampu  diselenggaraan
di kecamatan dan [N SR :
d. kecepatan ' penanganan pehangglilangan darurat dan -
N rehablhta51 Bangunan Gedung pascabencana v
",(S)Ketentuan lebih - ~lanjut - mengenal pehmpahari sebagién

~ kewenangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) diatur:
dengan Peraturan Bupat1

: Baglan Ketlga
Persyaratan Tekms Bangunan Gedung

Paragraf 1

~Umum-
Pasal 16
Persyaratéﬁ teknis Bangunah Gedu'ﬁg meliputi persyaratan tata -
V'banguvr:lar'l dan lingkungan dan ,pc‘rsyaratan keandalan bangunan. h

. : Paragraf 2 o ;
{ Persyaratan Tata Bangunan dan L1ngkungan -

Pasal 17

' Persyaratan tata bangunan dan -lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam: Pasal 16 meliputi persyaratan peruntukan dan
_intensitas Bangunan Gedung, persyaratan arsitektur Bangunan
Gedung dan persyaratan pengendahan dampak lmgkungan
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; Paragraf 3 ,
: Persyaratan Peruntukan ‘
Dan Intens1tas Bangunan Gedung

J'fl' 3 Pasal 18

‘ (1)Bangunan Gedung harus dlselenggarakan sesuai dengan
“peruntukan lokasi yang ‘telah. dltetapkan dalam RTRW RDTR
- dan/atau RTBL. ‘ :

f / ;_(2)Pemer1ntah Daerah Wa_]lb memberlkan 1nforma51 mengenal _
- RTRW, RDTR dan/atau RTBL| sebagalmana d1maksud pada ayat
(1) kepada masyarakat secara cuma-cuma. '

’(3)Informa31 ; sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) berisi
keterangan mengenai peruntukan lokas1 intensitas bangunan
yang terdiri dari kepadatan bangunan ketmgglan bangunan
~dan garis sempadan bangunan s , '

: (4)Bangunan Gedung yang dlbangun | .

© a.diatas prasarana dan sarana umum;

.di bawah prasarana dan sarana umum;

. di bawah atau d1 atas a1r '

. d1 daerah _1ar1ngan transm1s1 hstrlk tegangan t1ngg1
. di daerah Jarmgan p1pa gas / m1nyak 7

di daerah yang berpoten81 bencana alam dan

. di Kawasan Keselamatan Operaswnal Penerbangan (KKOP)

B T Wt o, o ‘-?;,c"“_, J

- harus sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan memperoleh perumbangan serta persetujuan‘ o

~_dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.

(5) Dalam hal ketentuan mengena1 peruntukan lokasi sebagaimana
"dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka: ketentuan
“mengenai peruntukan lokasi ‘sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dlatur sementara dalam Peraturan Bupat1

Pasal 19

RS (1)Dalam hal terJad1 perubahan RTRW RDTR dan / atau RTBL yang
.- mengakibatkan: perubahan peruntukan lokasi, fungsi Bangunan
' -Gedung yang tldak ‘sesuai dengan peruntukan yang baru harus
disesuaikan. : £ S -

i (2)Terhadap keruglan yang tlmbul aklbat perubahan peruntukan :
lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah

- memberikan penggantlan yang layak kepada Pemilik Bangunan

- Gedung- sesua1 dengan ' ketentuan peraturan perundang-
v.undangan ' ; = ~
R Pasal 20 e

(l)Bangunan Gedung yang akan d1bangun harus memenuhi
persyaratan 1ntens1tas Bangunan Gedung yang meliputi
- persyaratan kepadatan ketlngglan dan Jarak bebas Bangunan -
- Gedung, berdasarkan ketentuan yang dlatur dalam RTRW,-
RDTR dan / atau RTBL -
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(2)Kepadatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mehputi 1
ketentuan KDB dan KDH pada tlngkatan t1ngg1 sedang dan o
rendah. - :

(3) Ketlngglan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mehput1 wi (
- ketentuan tentang jumlah lantai bangunan, tinggi bangunan_ S

dan KLB pada tmgkatan KLB tlnggl sedang dan rendah.

L (4) Ketlngglan Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud pada-n'_,, =

~ayat (3) tidak boleh mengganggu lalu hntas penerbangan

;;-(S)Jarak bebas Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud -pa da

ayat (1) mehputl ketentuan tentang Garis Sempadan Bangunan

~ Gedung dan Jarak antara Bangunan Gedung dengan batas -

- persil, jarak antarbangunan dan Jarak antara as Jalan dengan :5, St

~ pagar halaman

(6)Dalam ~hal ketentuan mengenal err'syara'tan intensitas"_ -

- Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud pada ayat (1) belum

" ditetapkan,” maka ketentuan mengenai persyaratan intensitas

Bangunan Gedung dapat diatur sementara untuk suatu lokasi -
- dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang 1eb1h t1ngg1 dengan memperhat1kan
; ‘pendapat TABG 8 : '

Pasal 2 1

(l)KDB dltentukan atas dasair kepentmgan daya dukung S
‘lingkungan, pencegahan 'terhadap bahaya ~ kebakaran, ‘
kepentlngan ekonomi, fungsi. peruntukan fungs1 bangunan i

- keselamatan dan kenyamanan bangunan

(2) Ketentuan besarnya KDB sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) »
: dlsesua1kan dengan - ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL

' dan/atau pengaturan sementara - persyaratan - 1nten31tas_
N Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupatl ' : S

Pasal 22 ‘7

‘(1)KDH dltentukan atas dasaf kepéntmgah détya dukung |
- lingkungan, fungs1 peruntukan fung31 bangunan kesehatan ’
- dan kenyamanan bangunan . .

-(2) Ketentuan besarnya KDH sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1)
" disesuaikan dengan ketentuan dalam ‘RTRW, RDTR, RTBL
dan/atau - pengaturan sementara persyaratan intensitas
Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupat1 , . L

'Pasal23 7;; o

: »(l)KLB d1tentukan atas dasar daya dukung llngkungan
pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi,
fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan
kenyamanan bangunan keselamatan dan kenyamanan umum.

: (2)Ketentuan besarnya KLB sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL

~dan/atau pengaturan “sementara. persyaratan » 1nten81tas

o Bangunan Gedung dalam- Peraturan Bupatl -
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~ Pasal 24 ;

(1)Jumlah lantai Bangunan Gedung dan tinggi Bangunan Gedung
ditentukan atas dasar. pertimbangan  lebar jalan, fungsi
bangunan, keselamatan bangunan, = keserasian dengan
llngkungannya serta keselamatan lalu 11ntas penerbangan

: ”’(2)Bangunan Gedung dapat dibuat bertlngkat ke bawah tanah |

sepanjang memungkinkan untuk itu dan tidak bertentangan o

- dengan ketentuan perundang undangan

- 1(3) Ketentuan besarnya Jumlah lantai Bangunan Gedung dan tmgglv

- Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud . pada ayat (1)

~ disesuaikan dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, RTBL
~ ‘dan/atau pengaturan sementara persyaratan 1ntcn51tas :

_ Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupat1 R

Pasal 25

I »(1)Gar1s sempadan - bangunan dltentukan atas pertlmbangan o
-~ keamanan, kesehatan,’ kenyamanan dan kesera51an dengan
llngkungan dan ketlngglan bangunan '

‘(2)Garls Sempadan : Bangunan Gedung mehputl ketehtuan

. mengenai jarak Bangunan Gedung dengan as jalan, tepi-sungai,
tepi pantai, rel kereta api, jaringan pipa gas/ mmyak dan/atau.
jaringan  listrik tegangan tinggi, dengan mempertlmbangkan
aspek keselamatan dan kesehatan & :

';(3) Garis sempadan bangunan mehputl garls sempadan bangunan
: untuk bagian muka, sampmg, dan belakang;

; _,(4) Penetapan garis sempadan bangunan berlaku untuk bangunan
di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah
(besmen) :

-~"1(5) Ketentuan besarnya garis sempadan bangunan sebagaimana .

‘dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam

- RTRW, RDTR,’ RTBL dan/ atau pengaturan sementara dalam
‘ Peraturan Bupati. - .

_(6)Bupati dapat menetapkan lain untuk kawasan—kawasan
‘ tertentu dan spe31ﬁk : ' ' ’ S

Pasal 26

(1)Jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil, Jarak‘
antarbangunan, dan jarak antara . as Jalan dengan pagar
halaman dltetapkan untuk setiap lokasi sesuai dengan
peruntukannya atas pertimbangan- keselamatan kesehatan,
kenyamanan, kemudahan, dan kesera51an dengan lingkungan
dan ketlngglan bangunan ~f :

(2)Jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persﬂ Jarak
antarbangunan dan jarak = antara as jalan dengan  pagar

~halaman yang d1ber1akukan per kaphng/ persil dan/ atau per

kawasan
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(Sjbenetépan jarak antara Bangunan Gedung dehgan‘ batas pér"sﬂ. i
Jjarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar
~halaman berlaku untuk di atas permukaan tanah maupun di- 'L

bawah permukaan tanah (besmen)

(4) Penetapan jarak antara Bangunan Gedung dengan batas persil,

- jarak antarbangunan, dan jarak antara as jalan dengan pagar

halaman untuk di bawah permukaan tanah didasarkan pada
pertlmbangan keberadaan atau rencana _]armgan pembangunan
ut111tas umum. . 2 ;

(5) Ketentuan besarnya Jarak antara Bangunan Gedung dengan
~ batas persﬂ jarak antarbangunan dan jarak antara as jalan

~ dengan pagar halaman secbagaimana dimaksud pada ayat (1) =

- disesuaikan’ dengan ketentuan dalam - RTRW, RDTR, RTBL
~dan/atau pengaturan sementara persyaratan ; 1ntens1tas
. Bangunan Gedung dalam Peraturan Bupatl ‘ -

. (6) Bupati dapat menetapkan' lam untuk kawasan kawasankf’ e

tertentu dan spesﬁik

: Paragraf 4 .
= Persyaratan Ars1tektur Bangunan Gedung

Pasal 27

:»Persyaratan ar31tektur Bangunan Gedung mehputl persyaratanv~

penampilan Bangunan Gedung, tata  ruang dalam,
keselmbangan keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung

_dengan llngkungannya  serta mempertlmbangkan adanya -

keseimbangan antara nilai-nilai adat/tradisional sosial budaya -
- setempat terhadap penerapan berbaga1 perkembangan arsitektur -
dan rekayasa gk o e

_ b \ Pasal 28 . ,
“(l)Persyaratan penampllan Bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 disesuaikan dengan penetapan tema
“arsitektur bangunan di dalam-Peraturan Bupati tentang RTBL.

L (2)‘Penampilan Banguné'n ‘Gedung ‘seb‘agaimaria dimaksud pada

ayat (1) harus memperhatikan ‘kaidah estetika bentuk,
“karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekltarnya
serta dengan mempertlmbangkan kaidah pelestarlan :

(3) Penampilan Bangunan Gedung yang d1d1r1kan berdampmgan

~dengan Bangunan Gedung yang dilestarikan, harus dirancang - -

dengan * mempertlmbangkan kaidah estetika bentuk dan-
karakteristik ~dari - ar81tektur _ Bangunan Gedung yang
dllestarlkan - S o "

_ (4) Pemerlntah ‘Daerah dapat mengatur kaldah ar51tektur tertentu'
pada suatu kawasan setelah mendengar pendapat TABG dan
pendapat masyarakat ’ R
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Pasal 29

"(l)Bentuk denah Bangunan Gedung sedapat mungkln simetris

dan sederhana guna mengantisipasi kerusakan akibat bencana |

‘alam gempa . dan - penempatannya tidak boleh menggangguf
fung81 prasarana kota lalu 11ntas dan ketertlban

(2)Bentuk . Bangunan , Gedung harus d1rancang dengan

‘memperhatikan’ ‘bentuk dan  karakteristik arsitektur - di
sekitarnya dengan mempertlmbangkan terciptanya ruang luar - .

bangunan yang nyaman dan serasi terhadap lingkungannya. -

: f(3)Bentuk denah Bangunan Gedung adat atau trad1s1ona1 harus
memperhatlkan sistem nilai dan kearifan lokal yang berlaku di
11ngkungan masyarakat adat bersangkutan :

‘ v,(4)Atap ‘dan’ d1nd1ng Bangunan Gedung harus dlbuat dar1 ,

konstruksi dan bahan yang ‘aman dari - kerusakan akibat
‘ bencana alam :
| | Pasa130 o | |
- FQ.(l)Persyaratan tata ruang dalam Bangunan Gedung sebagalmana o
~ dimaksud dalam Pasal 27 harus memperhatikan fungsi ruang, -

“arsitektur - Bangunan Gedung, dan keandalan Bangunan
Gedung I ,

,(2)Bentuk Bangunan Gedung harus dlrancang agar setiap ruang

- dalam’ = dimungkinkan - menggunakan ~pencahayaan ‘dan . -
penghawaan alami, kecuali fungsi Bangunan Gedung
’diperlukan sistem pencahayaan dan- penghawaan buatan.

(3) Ruang dalam-Bangunan Gedung harus mempunyai tinggi yang
cukup sesual dengan fungsinya dan ar31tektur bangunannya

1:(4) Perubahan fungs1 dan penggunaan ruang Bangunan Gedung

atau bagian Bangunan Gedung harus tetap memenuhi

- ketentuan penggunaan Bangunan Gedung dan dapat menjamin

keamanan dan keselamatan bangunan dan penghuninya.

( )Pengaturan ketlngglan pekarangan adalah apabila tinggi tanah
- pekarangan berada di bawah titik ketinggian (peil) bebas banjir *

~ yang ditetapkan ‘oleh ‘Balai Sungai ‘atau instansi berwenang

. setempat atau terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan

tinggi yang besar pada tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi

o mak81mal lantal dasar dltetapkan tersend1r1

'(6)T1ngg1 1anta1 dasar ‘suatu Bangunan Gedung dlperkenankan o

mencapai - ‘maksimal 1,20 m di atas tinggi rata-rata tanah
- pekarangan atau tinggi rata rata _]alan dengan memperhatlkan B
keserasian llngkungan G : L ‘

' ‘(7)Apab11a tinggi tanah pekarangan berada d1 bawah titik _
‘ ketlngglan (peil) bebas banjir atau terdapat kemiringan curam
“atau perbedaan tinggi yang besar pada suatu tanah perpetakan :
maka tinggi mak31mal lantai dasar d1tetapkan tersend1r1

o (8) Permukaan atas dar1 lanta1 denah (dasar) -
a. Sekurang—kurangnya 15 ‘cm di ‘atas- titik tert1ngg1 dar1 E
pekarangan yang sudah dlper31apkan RO L
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b Sekurang kurangnya 25 cm d1 atas t1t1k tertmggl dari sumbu
Jalan yang. berbatasan - :

(9)Dalam hal- hal yang luar b1asa ketentuan dalam huruf a, tidak =~
berlaku jika letak lantai-lantai itu leblh tinggi dari 60 cm di atas
tanah yang ada d1 sekehhngnya atau untuk ‘tanah-tanah yang -
mlrlng SO : '
, A Pasa1~31 e ;'

(1)Persyaratan : keseimbangan ' kesera31an dan keselarasan

-~ Bangunan Gedung dengan 11ngkungannya . sebagaimana

- dimaksud dalam ' Pasal 27 - harus mempertimbangkan

o termptanya ruang luar dan’ ruang terbuka hijau yang seimbang, .
serasi dan selaras  dengan hngkungannya yang  diwujudkan

. dalam pemenuhan' persyaratan - daerah . resapan, akses .

- ‘penyelamatan sirkulasi - kendaraan ‘dan manusia serta ‘.

o terpenuhlnya kebutuhan prasarana dan sarana luar Bangunan

: Gedung : ~ : :

(2) Persyaratan keselmbanga'n : keserasian dan ;keselarasan
- Bangunan - Gedung ~dengan - hngkungannya - sebagaimana
"dimaksud pada ayat (1) meliputi: - :
. persyaratan ruang terbuka hijau pekarangan (RTHP), g
. persyaratan ruang sempadan Bangunan Gedung;
-persyaratan tapak besmen terhadap lingkungan;
. ketinggian pekarangan dan lantai dasar bangunan
daerah hijau pada bangunan
tata tanaman;
. sirkulasi dan fasilitas’ park1r
.~pertandaan (Szgnage), serta
: pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung

:*-b*oo mopooe

Pasal 32

(l)Ruang terbuka hljau pekarangan o (RTHP) sebagalmana
“dimaksud dalam. Pasal 31 ayat (2) huruf a sebagai ruang yang.

berhubungan langsung dengan dan terletak pada persil yang

- sama dengan Bangunan Gedung, berfungsi sebagai tempat

tumbuhnya tanaman peresapan air, sirkulasi, unsur estetlk :

sebagal ruang untuk keglatan atau ruang fasilitas (amemtas) '

(2) Persyaratan RTHP :ditetapkan dalam RTRW, RDTR dan /atau

' f:‘ RTBL, secara langsung atau tidak langsung dalam bentuk Garis

' Sempadan Bangunan ‘Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien
‘Dasar Hijau, Koefisien Lanta1 Bangunan; sirkulasi dan fasilitas - -
parklr dan ketetapan lamnya yang bers1fat menglkat semua
pihak berkepentmgan : : R ‘

(3) Dalam hal ketentuan mengenal persyaratan RTHP sebagalmana
. dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, maka ketentuan
f'mengenal persyaratan RTHP ‘dapat diatur sementara ‘untuk

suatu lokasi dalam Peraturan Bupatl sebagai acuan bagi

penerbltan IMB. : i ;
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Pasal 33

‘(1)Persyaratan ‘ ruang ‘sempadan depan Bangunan Gedung’ E

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b harus

menglndahkan keserasian lansekap pada ruas jalan yang terkait -~

“sesuai dengan ketentuan dalam RTRW, RDTR, dan/atau RTBL,"
“ yang mencakup pagar dan gerbang, tanaman besar/ pohon dan
bangunan penunjang : . ST :

(2)Terhadap persyaratan ruang sempadan depan bangunan
~ -.sebagaimana dimaksud = pada ayat (1) dapat ditetapkan
* karakteristik - lansekap jalan' atau -ruas jalan‘ dengan

'mempertlmbangkan keserasian tampak depan bangunan, ruang i

sempadan depan bangunan, pagar, jalur pajalan kaki, jalur

' kendaraan' dan jalur hljau medlan _]alan dan sarana utilitas

umum. lamnya o

Pasal 34 5

(1)Persyaratan tapak besmen terhadap l1ngkungan sebagalmana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf ¢ berupa kebutuhan o

besmen dan. besaran KTB ditetapkan berdasarkan rencana
peruntukan lahan ketentuan tekms dan kebljakan daerah.

‘(2)Untuk penyedlaaan RTHP ‘yang - memadal lantai besmen
pertama tidak dibenarkan keluar dari tapak bangunan di atas
tanah dan atap besmen kedua harus berkedalaman sekurang
kurangnya 2 (dua) meter dar1 perrnukaan tanah ' ‘

;‘Pas\al¢35 e

' ‘(l)Daerah hljau bangunan (DHB) sebagalmana dlmaksud dalam
- Pasal 31, ayat: (2) huruf e dapat- berupa taman atap atau
- penanaman pada sisi bangunan o o

. (2)DHB merupakan baglan dari- kewapban pemohonan IMB untuk i
o menyedlakan RTHP dengan luas mak31mum 25% darl RTHP.

Pasal 36

"‘Tata Tanaman sebagalmana dlmaksud dalarn Pasal 31 ayat (2)

- huruf -f meliputi aspek pemilihan - karakter tanaman dan -

\penempatar‘i ‘tanaman dengan memperhltungkan - tingkat
kestabilan  tanah/wadah tempat tanaman tumbuh dan tlngkat o
bahaya yang dltlmbulkannya : :

Pasal 37

- (l)Setlap bangunan bukan rumah tlnggal wajib menyediakan
fasilitas - parklr kendaraan yang - proporsional dengan jumlah
luas lantai bangunan sesual Standar Tekms yang telah .
dltetapkan

: (2) Fasilitas parklr sebagalmana d1maksud dalam Pasal 31 ayat (2) )

huruf g tidak boleh mengurangi daerah hijau yang telah i

‘ d1tetapkan dan  harus = berorientasi pada pejalan kaki,
“'memudahkan akses1b111tas dan tldak terganggu oleh 31rku1a81
kendaraan - - :
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i (3) Slstem s1rku1as1 sebagalmana d1maksud pada Pasal 31 ayat (2) S

: huruf g harus saling mendukung antara sirkulasi ekternal dan

81rku1a31 internal Bangunan Gedung serta - antara individu -+

pemaka1 bangunan dengan sarana transportasmya

Pasal 38

‘(I)Pertandaan (Slgnage) sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 31 h

© . ayat (2) huruf h yang ditempatkan ‘pada bangunan, pagar, . .
kavling dan/atau ruang publik - tidak boleh mengganggu

karakter yang akan dlclptakan / dlpertahankan

(2) Ketentuan lebih lan_]ut mengenai pertandaan : (szgnage)b :
Bangunan- Gedung sebagaimana d1maksud pada ayat (1) dlatur i
dalam Peraturan Bupat1 . _

Pasal 39 3

(1)Pencahayaan ruang luar Bangunan Gedung sebagalmanav ,
‘dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf i harus disediakan

~dengan memperhatlkan karakter llngkungan fungsi dan -

s ar31tektur bangunan estetlka amemtas dan komponen promosi.

@ Pencahayaan yang dihasilkan sebagalmana dimaksud pada ayat =

(1) harus memenuhi keserasian dengan pencahayaan dari dalam
bangunan dan pencahayaan dar1 penerangan jalan umum

i : Paragraf 5 R o
Persyaratan Pengendahan Dampak Llngkungan :

Pasal 40

e :(l)Set1ap keglatan dalam bangunan dan /atau hngkungannya yang
menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib -
dllengkapl dengan Anahsls Mengenal Dampak L1ngkungan
(AMDAL) :

| (2) Kegiatan dalam’ bangunan dan/ atau hngkungannya yang tldak RN

‘menimbulkan dampak penting terhadap lingkungannya wajib
‘memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Llngkungan dan Upaya
Pemantauan Llngkungan)

(3)Usaha dan / atau keglatan yang tldak Wa_]lb dllengkap1 UKL-UPL "~

~wajib membuat.- SPPL - (Surat Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup).

- (4) Penyelenggaraan AMDAL UKL-UPL dan SPPL dllakukan sesual B
ketentuan peraturan perundang undangan e .

L Paragraf 6
RTBL

Pasal '4'1 '

(l)RTBL memuat program bangunan dan hngkungan rencana
umum dan panduan rancangan, rencana. investasi - dan -
ketentuan - pengendahan rencana dan pedoman pengendahan
pelaksanaan : : _ :
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(2) Program bangunan dan llngkungan sebagalmana dlmaksud
- pada ayat (1) memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan
V‘,j“Bangunan Gedung, serta kebutuhan' ruang terbuka h1Jau
~{fasilitas umum, fasilitas. sosial, prasarana aksesibilitas, sarana
: pencahayaan dan sarana penyehatan lingkungan, baik berupa
penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru.

(3) Rencana ~umum’ dan panduan rancangan sebagalmana

~~dimaksud" pada ayat (1) merupakan ketentuan-ketentuan tata :

j-bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/ kawasan
-yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro,
'~ rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan,
“rencana aksemblhtas llngkungan rencana ~prasarana dan

' sarana lingkungan, rencana Wu_]ud v1sual bangunan dan ruang
,_.terbuka hljau :

(4) Rencana 1nvesta31 sebagaimana" ‘dimaks'ud pada ayat (1)
 merupakan arahan program investasi ‘Bangunan Gedung dan
- lingkungannya yang disusun berdasarkan program bangunan
“dan l1ngkungan serta ketentuan rencana umum dan panduan
‘rencana yang memperhltungkan kebutuhan . nyata para
s pemangku kepentingan dalam proses pengendalian investasi
- dan pemblayaan dalam  penataan lingkungan/kawasan, dan
';merupakan ‘rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk
~menghitung kelayakan investasi - dan . pembiayaan suatu
- penataan: atau pun menghltung tolok ukur - keberhasilan
~investasi, ~sehingga tercapai kesmambungan pentahapan
: pelaksanaan pembangunan ~ :

(5) Ketentuan pengendahan rencana sebagalmana dlmaksud pada
ayat (1) merupakan alat mobilisasi peran masing-masing
pemangku kepentmgan pada masa pelaksanaan atau masa

:;‘pemberlakuan RTBL sesuai dengan kapasitasnya dalam suatu -

. sistem yang. disepakati bersama, dan berlaku sebagai rujukan
- bagi para pemangku kepentingan untuk mengukur tingkat
- keberhasilan ' kesmambungan, pentahapan_ pelaksanaan
pembangunan.’ Gl ' -

'(6) Pedoman pengendahan pelaksanaan sebagalmana dlmaksud :
. pada ayat (1) merupakan alat untuk mengarahkan perwujudan '
- pelaksanaan  penataan bangunan dan lingkungan/kawasan
yang ‘berdasarkan dokumen RTBL, dan - memandu pengelolaan
kawasan agar dapat berkuahtas memngkat dan berkelanjutan. '

(7) RTBL  disusun berdasarkan pada pola penataan Bangunan
- Gedung . dan lingkungan yang ditetapkan oleh- Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat serta dapat dilakukan melalui
kemitraan. Pemerintah ~Daerah dengan swasta dan/atau.
masyarakat = sesuai .dengan tingkat permasalahan pada
lingkungan / kawasan bersangkutan dengan mempertlmbangkan'
pendapat para ahli dan masyarakat :

,(8) Pola penataan Bangunan Gedung dan lingkungan sebagalmana
'~ dimaksud pada ayat (7) mehputl pembangunan baru (new
: development), pembangunan sisipan parsial (infill development),
~.peremajaan kota (urban renewal), pembangunan kembali

‘wilayah perkotaan (urban redevelopment), ‘pembangunan untuk
- menghidupkan kembali wilayah perkotaan (urban revltalzzatzon),
. dan pelestarlan kawasan . - ,
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(9)RTBL yang dldasarkan pada berbagal pola penataan Bangunan o
Gedung dan hngkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

ini ditujukan ‘bagi berbagai status kawasan seperti kawasan.

baru yang potensial berkembang, kawasan terbangun, kawasan"ff_’
yang dilindungi dan dilestarikan, atau kawasan yang bersifat = -
. gabungan. atau campuran dar1 ketlga _]enls kawasan pada ayat

‘71n1

(1‘0) RTBL dltetapkan dengan Peraturan Bupat1

Paragraf 7

Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung
' Pasal 42

',Pérksyaraté‘r‘i" keandalan Bangunan ~ Gyédungp : sébagaim'aria -
~dimaksud dalam Pasal 16 meliputi persyaratan keselarnatan
kesehatan kenyamanan dan kemudahan »

Paragraf 8

Persyaratan Keselamatan Bangunan Gedung '
Pasal 43

Persyaratan ‘ke’andalan ' Bangunan  Gedung terdiri dari -

ERETN persyaratan keselamatan ‘Bangunan Gedung, - persyaratan
. kesehatan - Bangunan " Gedung, persyaratan kenyamanan -

A'Bangunan Gedung dan persyaratan kemudahan Bangunan
'-Gedung o L e

: ' Pasal 44

'Persyaratan keselamatan Bangunan : Gedung sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 43 meliputi persyaratan kemampuan
~ Bangunan Gedung terhadap beban muatan, persyaratan.
kemampuan Bangunan Gedung- terhadap bahaya kebakaran

-~ dan. persyaratan - kemampuan Bangunan Gedung terhadap
*bahaya petlr :
L Pasal 45 . v
" (1)Persyaratan 'kemampuan Bangunan. Gedung terhadap beban
muatan sebagaimana dimaksud dalam ‘Pasal 44 meliputi
~persyaratan struktur. Bangunan Gedung, pembebanan pada -
Bangunan Gedung, struktur atas Bangunan Gedung, struktur ‘
bawah Bangunan Gedung, pondasi langsung, pondasi dalam,

keselamatan struktur keruntuhan struktur dan persyaratan '
- bahan. s : ~

(2)Struktur Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud pada ayat ;
(1) harus kuat/kokoh, _stabil ‘dalam memikul beban dan

. memenuhi persyaratan keselamatan, persyaratan kelayanan
. selama umur yang direncanakan dengan mempertimbangkan: ,
a. fungsi Bangunan Gedung, lokasi, keawetan dan kemungklnan _
pelaksanaan konstruk31 Bangunan Gedung, S
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’ b pengaruh ak31 sebagal aklbat dar1 beban yang bekerja selama

_umur layanan struktur baik beban- muatan tetap maupun .

sementara yang tlmbul aklbat gempa angln kor051 Jjamur
‘dan serangga perusak; '
~c. pengaruh - gempa - terhadap substruktur maupun struktur
Bangunan Gedung sesuai zona gempanya;
- d. struktur bangunan yang direncanakan secara daktail pada

“kondisi pembebanan maksimum, sehingga pada saat terjadi - R

keruntuhan, kondisi - strukturnya mas1h memungkmkan
. penyelamatan diri penghumnya L
e. struktur bawah Bangunan' Gedung pada lokas1 tanah yang
- dapat terjadi likulfaksi, dan;
f. keandalan Bangunan Gedung.

‘ ‘(S)Pembebanan pada Bangunan Gedung ‘'sebagaimana’ dimaksud
.. pada ayat (1) harus dianalisis dengan memeriksa respon .
struktur terhadap beban tetap, beban sementara atau beban
khusus yang mungkin ‘bekerja selama umur pelayanan dengan

' menggunakan 'SNI yang berlaku atau standar baku dan/ atau
Pedoman Teknis. :

-g_'(4)Struktur atas Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud pada

ayat (1) mehputl konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi . ’

- kayu, konstruksi .- bambu, konstruksi dengan bahan dan
teknolog1 khusus dllaksanakan dengan menggunakan standar;
yang berlaku L S ; :

~ (5)Struktur bawah Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud -

pada ayat (1) mel1put1 pondas1 langsung dan ponda51 dalam.

(6)Ponda31 langsung sebagalmana dlmaksud pada ayat (9) harus
direncanakan sehingga dasarnya terletak di atas lapisan tanah
.yang mantap dengan' daya dukung tanah yang cukup kuat dan
selama berfungsmya ‘Bangunan- Gedung tldak mengalaml

ix penurunan yang melampau1 batas.

. (7)Pondasi dalam sebagalmana dlmaksud pada ayat (5) digunakan
~ dalam hal lapisan tanah dengan- daya dukung yang terletak
~cukup _]auh ‘di bawah’ permukaan tanah sehingga pengguna -
‘pondasi - langsung _dapat menyebabkan penurunan yang
berleblhan atau ketldakstabllan konstruk31 v

S (8)Keselamatan struktur sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1)

"~ merupakan salah satu penentuan tingkat keandalan struktur
‘bangunan yang dlpcroleh dari hasil Pemeriksaan Berkala oleh
tenaga ahli yang bersertifikat sesua1 dengan ketentuan dalam
pedoman teknis yang berlaku

(9)Keruntuhan struktur sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1) _
merupakan salah satu kondisi yang harus dihindari dengan

 cara’ melakukan .Pemeriksaan Berkala tingkat keandalan.
Bangunan Gedung sesua1 dengan pedoman teknis yang berlaku

k,‘f(lO) Persyaratan bahan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan lingkungan dan

Pengguna Bangunan Gedung serta sesuai dengan SNI terkait.
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| Pasal 4 6

(l)Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya
- kebakaran meliputi- ‘sistem protek31 aktif, sistem proteksi pasif,
- persyaratan jalan ke luar dan aksesibilitas untuk pemadaman
kebakaran, persyaratan pencahayaan darurat, tanda arah ke
luar dan sistem - peringatan bahaya, persyaratan komunikasi
~dalam - Bangunan ‘Gedung, persyaratan instalasi bahan bakar‘
-gas dan manajemen penanggulangan kebakaran.

@) Setlap Bangunan Gedung kecuali rumah t1ngga1 tunggal dan

- rumabh deret sederhana harus d111ndung1 dari bahaya kebakaran
~dengan sistem protek51 “aktif © -yang meliputi sistem pemadam
~ kebakaran, sxstem dltekSI dan alarm kebakaran, sistem
pengendah asap kebakaran dan pusat pengendah kebakaran '

(3)Setiap Bangunan Gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan

rumah deret sederhana harus d111ndung1 dari bahaya kebakaran
dengan sistem protek81 pa31f dengan menglkutl standar tekms;
yang berlaku. S

\7:,(4) Persyaratan Jalan ke luar dan akSCSIbllltaS untuk pemadaman_

‘"kebakaran mehputl perencanaan akses bangunan - dan
lingkungan untuk ‘pencegahan ‘bahaya kebakaran dan
- perencanaan dan pemasangan jalan keluar untuk penyelamatan,

~sesuai dengan standar teknis yang berlaku. '

‘(5) Persyaratan pencahayaan darurat tanda arah ke luar dan’
- sistem - perlngatan ‘bahaya- dlmaksudkan untuk memberikan
‘arahan ‘bagi pengguna gedung dalam keadaaan darurat untuk
menyelamatkan d1r1 sesua1 dengan standar tekms yang berlaku. "

- (6) Persyaratan komunlka31 dalam Bangunan Gedung sebagal'

penyedlaan sistem  komunikasi- untuk - keperluan internal

" maupun untuk hubungan ke luar pada saat terjadi kebakaran
~atau kondisi lainnya. harus sesuai dengan ketentuan peraturan

: perundang undangan mengena1 telekomumkam ;

: (7) Persyaratan 1nsta1a31 bahan bakar gas mehputl jenis bahan’

-bakar gas dan instalasi gas yang. dlpergunakan baik dalam-

‘jaringan . gas kota ‘maupun gas tabung: meng1kut1 ketentuan;v
“yang dltetapkan oleh 1nstan81 yang berwenang :

(8)Set1ap Bangunan Gedung dengan fungs1 klasifikasi, luas,
jumlah* lantai dan/ atau  jumlah penghuni - tertentu harus
mempunya1 umt manajemen protek31 kebakaran Bangunan
Gedung o A L

 Pasal 47

(1)‘Pérs'yarr’at'an ikerriafnpuan Banglinén Gedung terhadap bahaya
petir dan bahaya  kelistrikan ‘meliputi- persyaratan instalasi .
- protek31 petlr dan persyaratan 81stem kehstrlkan :

STy (2)Persyaratan 1nsta1as1 protek51 petir harus memperhatlkan :
perencanaan - sistem protek81 ‘petir, instalasi proteksi petir,
pemerlksaan dan pemehharaan serta memenuhl standar teknis
yang berlaku ¢ : , :
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L (3)Persyaratan  sistem  kelistrikan - harus memperhatikan = -

- perencanaan instalasi listrik, jaringan distribusi listrik, beban
o listrik, sumber daya‘ listrik, ~ transformator distribusi,

‘pemerlksaan ‘pengujian dan pemehharaan dan memenuhi

’ standar tekms yang berlaku

Pasal 48

~(1)Set1ap Bangunan Gedung untuk kepentlngan umum harus

_ ‘dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai untuk
~ mencegah terancamnya keselamatan penghum dan harta benda S

. -akibat bencana bahan peledak.

l (2) Slstem pengamanan. sebagalmana d1maksud pada ayat (1)

merupakan kelengkapan pengamanan Bangunan Gedung untuk 2

~ kepentingan umum dari bahaya bahan peledak ‘yang mehputl
prosedur peralatan dan petugas pengamanan

(3) Prosedur pengamanan sebagalmana ‘dimaksud - -pada“ ayat (2)

merupakan = tata cara.  proses = pemeriksaan pengunjung .

Baﬁgunah Gedung yang kemungkmaﬁ ‘membawa benda atau

‘bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/atau membakar R T

‘ Bangunan Gedung dan /atau pengunjung di dalamnya.

'(4) Peralatan pengamanan sebagalmana dimaksud pada ayat (2)
merupakan ‘ peralatan  detektor yang digunakan untuk
memeriksa pengunjung Bangunan Gedung yang kemungkinan -
‘membawa benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan
" dan/atau membakar Bangunan Gedung dan/ atau pengun_]ung E
di dalamnya S :

(5) Petugas pengamanan sebagalmana d1maksud pada ayat (2)
merupakan orang ~yang diberikan tugas untuk memeriksa
 pengunjung "Bangunan Gedung yang kemungkinan membawa
~benda atau bahan berbahaya yang dapat meledakkan dan/ atau
" membakar Banguna_n - Gedung_ dan/‘atau‘ pengunjung di

dalamnya. ' '

1(6) Persyaratan 31stem pengamanan sebagalmana dlmaksud pada‘f ’

‘ayat - (2) yang mehputl ketentuan ‘mengenai tata cara
v ~perencanaan pemasangan,- pemeliharaan instalasi = sistem
‘pengamanan dlsesualkan dengan pedoman dan Standar Teknis
- yang terkalt L : : e : :

; , Paragraf 9 o :
Persyaratan Kesehatan Bangunan Gedung

Pasal 49

'Persyaratan kesehatan Bangunan Gedung mehput1 persyaratan ‘
sistem penghawaan, pencahayaan sanlta31 dan penggunaan
'bahan bangunan E s :

Pasal 50
g (l)Slstem penghawaan Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksudr -

 dalam Pasal 49 dapat berupa ventilasi alami-dan/atau ventilasi
- mekanik/ buatan se_sual dengan fungsinya."




30

: ! . (2)Bangunan Gedung tempat tlnggal dan Bangunan Gedung untuk‘ it
- -pelayanan umum' harus mempunyai bukaan permanen atau
yang dapat dibuka untuk kepentlngan vent11a51 alaml dan kisi-

kisi pada plntu dan Jendela

i ‘k“f'(S) Persyaratan ‘teknis sistem dan kebutuhan Vent11a51 hamsjg. 3

meng1kut1 standar tekms yang berlaku

;Pasal 51 : L

' (1) Slstem pencahayaan Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud e
. dalam Pasal 49 dapat’ berupa - sistem pencahayaan alami -
‘dan/atau buatan dan / atau pencahayaan darurat sesua1 dengan -
fungsmya ‘ : : :

: (2)Bangunan Gedung tempat t1ngga1 dan. Bangunan Gedung untuk
. pelayanan -~ umum  harus = mempunyai = bukaan untuk

: penCahayaan alami ‘yang optlmal dlsesua1kan dengan fungsl[ -

Bangunan Gedung - dan fung51 tiap-tiap : ruangan dalam
Bangunan Gedung ' L

: "(3) Sistem pencahayaan buatan sebagalmana dlmaksud pada ayat
(1) harus memenuhi persyaratan: B

a. mempunyai tingkat iluminasi yang d1syaratkan sesuai fung31
- ruang dalam dan tidak menimbulkan efek silau/ pantulan; -
‘ b. sistem pencahayaan darurat hanya dipakai pada Bangunan

Gedung fungs1 tertentu, dapat bekerJa secara otomatis dan =

) .\mempunyal tlngkat pencahayaan yang ‘cukup ‘untuk'
,‘*_evakuas1 : e e

c,*harus d11engkap1 dengan pengendah manual/ otomatis dan _:
- ditempatkan pada tempat yang mudah dlcapal/ dlbaca olehv
- pengguna ruangan : , '

 \‘(4) Persyaratan teknis 31stem pencahayaan harus menglkutl
standar teknls yang berlaku »

Pasal 52 S

(1)Slstem san1tas1 Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksudzf

© dalam Pasal 49 dapat berupa’ sistem air minum- dalam S

Bangunan Gedung, sistem pengolahan dan pembuangan air. -

limbah/kotor, persyaratan instalasi gas medik, persyaratan
~ penyaluran -air hujan, persyaratan  fasilitasi sanitasi dalam

" Bangunan Gedung (saluran - pembuangan air kotor, tempat
sampah, penampungan sampah dan/ atau pengolahan sampah)..

- (2) Slstem air minum- dalam Bangunan . Gedung sebagalmana S
- dimaksud pada ~ayat . (1) .harus ' direncanakan dengan -
mempert1mbangkan sumber air - mlnum kuahtas air bersih; -

- s1stem d1str1bu31 dan penampungannya

- (3)Persyaratan = air mlnum dalam Bangunan Gedung- harus  ::

- mengikuti peraturan perundang undangan dan standar teknls‘ g
yang berlaku ' S
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y ’Pas'al_ 53«

'Q(l)Slstem pengolahan dan pembuangan air 11mbah/kotor' e
sebagalmana ‘dimaksud ~ dalam - Pasal - 52 ayat (1) harus =

- direncanakan dan d1pasang dengan mempertlmbangkan jenis
~ dan tingkat - bahayanya yang d1quudkan dalam bentuk
~ pemilihan. s1stem pengahran/ pembuangan . dan penggunaan -
- peralatan yang d1butuhkan dan 81stem pengolahan dan
. ,pembuangannya o : : S :

"»(2)A1r limbah beracun dan berbahaya t1dak boleh dlgabung dengan

~air limbah rumah ‘tangga, yang ‘sebelum dibuang ke saluran
terbuka harus d1proses sesuai dengan pedoman dan Standar
Tekms terkalt ’ :

Pasal 54

(l)Persyaratan instalasi gas medlk sebagalmana dimaksud dalam

. Pasal 52 ayat (1) wajib- ‘diberlakukan - di - fasilitas pelayanan -

kesehatan di rumah sakit, rumah perawatan, fasilitas
h1perbank k11n1k bersahn dan fasﬂltas kesehatan lainnya..

‘ (2) Potens1 bahaya kebakaran dan ledakan yang berkaltan dengan

. sistem perpipaan gas medik dan sistem vacum gas medik harus
g dlpertlmbangkan pada saat perancangan, pemasangan

penguJ1an pengopera31an ‘dan pemehharaannya s e

: (3) Persyaratan 1nstan81 gas medik harus meng1kut1 standar teknls
’ yang berlaku : ’ L ST
| | Pasal 55 |

‘(1)S1stem air hu_]an sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 52 ayat

(1) - harus  direncanakan dan = dipasang dengan

mempertlmbangkan ket1ngg1an permukaan air  tanah,
-~ permeabilitas tanah - dan ketersedlaan Jarlngan drainase’
11ngkungan/ kota : = g = ‘

(2) Setiap Bangunan Gedung dan pekarangannya harus dllengkapl
dengan s1stem penyaluran air hujan baik dengan sistem
peresapan air ke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan
ke dalam sumur resapan sebelum dlahrkan ke j _]arlngan dramase
llngkungan : K

‘ ~(3) Sistem' penyaluran air hu_]an harus dlpehhara untuk mencegah i
; terjadlnya endapan dan penyumbatan pada saluran.

(4) Persyaratan penyaluran air hu_]an harus meng1kut1 ketentuan'
standar teknls yang berlaku -

Pasal 56

~(1)S1stem pembuangan kotoran dan sampah dalam Bangunan
- 'Gedung sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harus
direncanakan dan dlpasang dengan mempertlmbangkan fasilitas

7 penampungan dan Jemsnya o : : ,

' ,(2)Pert1mbangan fasﬂ1tas penampungan dlwujudkan dalam bentuk

'~ penyediaan tempat penampungan kotoran dan sampah pada

- Bangunan Gedung dengan memperhitungkan fungsi bangunan
_]umlah penghum dan volume kotoran dan sampah.
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. (3) Pertlmbangan Jems kotoran dan sampah dlwu_]udkan dalam

bentuk penempatan. pewadahan dan/atau pengolahannya yang

tidak mengganggu kesehatan penghum masyarakat dan
_ hngkungannya :

S k~(4) Pengembang perumahan Wa_]lb menyedlakan wadah sampah
- alat pengumpul dan tempat pembuangan sampah sementara,

. sedangkan pengangkatan ~ dan- pembuangan akhir dapa}t_

bergabung dengan sistem yang sudah ada.

'4(5) Potensi. ‘reduksi sampah dapat dilakukan dengan mendaur
ulang dan / atau memanfaatkan kembali sampah bekas. v

i (6)Sampah ‘beracun - dan sampah rumah sakit, laboratorlun dan

pelayanan medis harus dibakar dengan 1nsmerator yang tldak R

' menggangu llngkungan

Pasal 57_,;; R i

o (1)Bahan Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud ‘dalam Pasal

49 harus aman bagi kesehatan Pengguna Bangunan Gedung
dan tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan
serta penggunannya dapat menun_]ang pelestarlan l1ngkungan

,(2)Bahan bangunan yang aman bag1 kesehatan dan tldak .

menimbulkan dampak: penting harus memenuhi Kkriteria:

a. tidak mengandung bahan berbahaya/ beracun bagi kesehatan £

~Pengguna Bangunan Gedung;

L , b. tidak rnemmbulkan efek s11au bag1 pengguna maSyarakat dan_ P

~ lingkungan sekitarnya; -
~ c. tidak menimbulkan efek pemngkatan temperatur
d. sesuai dengan prinsip konserva51 dan ‘
€. ramah hngkungan L

o : Paragraf 10
Persyaratan Kenyamanan Bangunan Gedung

Pasal 58 =
" ;Persyaratan kenyamanan Bangunan Gedung | meliputi

~kenyamanan ruang. gerak dan hubungan antarruang,
kenyamanan kondisi udara dalam ruang, kenyamanan

- pandangan, ‘serta: kenyamanan terhadap tlngkat getaran dan v o

'keblslngan e
o Pasal 59

(l)Persyaratan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar' R S
ruang  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan
- tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata
letak ruang serta sirkulasi antarruang yang . memberlkan

kenyamanan bergerak dalam ruangan.

(2)Persyaratan kenyamanan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

harus mempertimbangkan - fungsi ruang, jumlah pengguna,

perabot/ furnitur,  aksesibilitas .. ruang dan  persyaratan
keselamatan dan kesehatan i o L ; :
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“(1)Persyaratan = kenyamanan - kondisi- udara di dalam ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan tlngkat
- kenyamanan yang “diperoleh- dari temperatur dan kelembaban
. di dalam’ ruang ‘untuk - terselenggaranya fung31 Bangunan .

- Gedung. . SRR ,

‘ (2) Persyaratan kenyamahan kOndlSliu'dar'a‘SCbagalmana dimaksud =

pada ayat (1) ‘harus meng1kut1 standar teknls yang berlaku.

Pasal 6 1

,(l)Persyaratan kenyamanan pandangan sebagalmana dlmaksud '

1 “dalam Pasal 58 merupakan kondisi dari hak pribadi pengguna
~yang di dalam ‘melaksanakan keglatannya di dalam gedung
- tidak terganggu Bangunan Gedung lain di sekitarnya.

(2)Persyaratan kenyamanan pandangan sebagalmana dimaksud

‘pada - ayat: (1) harus mempertimbangkan kenyamanan

pandangan dari dalam bangunan ke luar bangunan, dan dar1
~luar ke ruang—ruang tertentu dalam Bangunan Gedung.

"”(3) Persyaratan kenyamanan pandangan dari dalam ke luar '
“bangunan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) harus

- mempertimbangkan: -
“a.gubahan massa bangunan rancangan bukaan tata ruang‘ ’
- dalam dan luar bangunan ‘dan rancangan bentuk luar
- bangunan; = , : : '

b. pemanfaatah potens1 ruang luar Bangunan Gedung dan
penyedlaan RTH. e

- (4) Persyaratan kenyamanan : pandangan dar1 luar ke dalam

“bangunan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) harus

mempertlmbangkan B

‘a. rancangan bukaan, tata ruang dalam dan luar bangunan dan
rancangan bentuk luar bangunan

- b. keberadaan Bangunan Gedung yang ada dan/atau yang akan ’
ada di sekitar Bangunan Gedung dan penyediaan RTH. S

c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar. - 8

';(5) Persyaratan kenyamanan pandangan pada Bangunan Gedung

~ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus i

= memenuh1 ketentuan dalam Standar Tekms terkalt

Pasal 62

'(1)Persyaratan kenyamanan terhadap ‘tingkat getaran dan
kebisingan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 58 merupakan

- tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh satu keadaan yang

. tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi Bangunan Gedung
- terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul dari
.~ dalam Bangunan Gedung maupun hngkungannya

(2)Untuk mendapatkan kenyamanan dari getaran dan keblslngan . .

‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Bangunan

Gedung harus. mempertlmbangkan jenis kegiatan, penggunaan
peralatan- dan/atau sumber getar dan sumber bising lainnya

~ yang berada di 4d‘al‘am maupun d;_luar Bangunan Gedung.
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(3) Persyaratan kenyamanan ‘térhadép :t;ingka\t getaran dan

kebisingan pada Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud

, ‘pada ayat. (1) harus memenuhi ketentuan dalam Standar Teknis

- mengenai tata cara perencanaan kenyamanan terhadap getaran
- dan- keblsmgan pada Bangunan Gedung. :

I Paragraf 11 ‘ SN
Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung :

Pasal 63

-Persyaratan kemudahan mehputl kemudahan hubungan ke ;
dari dan di dalam Bangunan Gedung serta kelengkapan sarana
o dan prasarana dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung '

Pasal 64

(1)Kemudahan hubungan ke, dar1 dan d1 dalam Bangunan Gedung

sebagaimana ' dimaksud dalam "Pasal 63 meliputi - tersedianya
fasilitas  dan akse81b111tas yang mudah, aman dan nyaman
terrnasuk penyandang cacat dan lanjut usia. =

(2)Penyed1aan fasﬂltas dan- akses1b111tas sebagalmana dlmaksud

‘pada ayat (1) harus mempertlmbangkan tersedianya hubungan

“horizontal dan vertikal antarruang dalam Bangunan Gedung, -

‘usia.

(3)Bangunan Gedung Umum yang fungsmya untuk kepentingan - °
‘publik, ‘harus menyedlakan fasilitas dan kelengkapan' sarana
‘hubungan vertikal - “bagi . semua orang ‘termasuk manusia

' berkebutuhan khusus : el ' LR

(4)Set1ap Bangunan Gedung harus -memenuhi persyaratan -
‘kemudahan hubungan horizontal - berupa tersedianya pintu
?dan/ atau koridor yang memadai dalam jumlah, ukuran dan

akses evakua81 termasuk bagl penyandang cacat dan lanJut RN,

i jenis  pintu, arah bukaan pmtu yang ° dlpertlmbangkan/ Y

berdasarkan besaran ruangan, fung31 ruangan dan Jumlah‘
'Pengguna Bangunan Gedung : ‘

(5) Ukuran korldor sebagai ‘akses horlental antarruang
: d1pert1mbangkan berdasarkan fung31 kor1dor fung31 ruang dan
Jumlah pengguna.’ % o

(6) Kelengkapan sarana dan prasarana harus dlsesualkan dengan'

fungsi. Bangunan Gedung dan ; _persyaratan 11ngkungan e

Bangunan Gedung

Pasal 65 o

(1)Set1ap bangunan bertlngkat harus: rh;enycdiakan sarana

~hubungan - vertikal - antar lantai yang memadai untuk
terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung berupa tangga, ram,
lif, tangga ber_]alan (eskalator) atau lantai ber_]alan (travelator).

(2)Jum1ah ukuran dan konstruksi ‘sarana hubungan vertikal =

~harus- berdasarkan fungs1 Bangunan Gedung, luas bangunan |
~dan jumlah pengguna ruang serta keselamatan Pengguna
: Bangunan Gedung L »
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'(3)Bangunan Gedung dengan ketlngglan di atas 5 (llma) lantai
harus menyedlakan Lift penumpang o

(4) Setlap Bangunan Gedung yang memiliki 11ft penumpang harus
‘menyediakan lift khusus kebakaran, atau lift penumpang yang
- dapat dlfung31kan sebagai lift kebakaran yang dimulai dari
lantai dasar Bangunan Gedung.

| ‘(5) Persyaratan kemudahan hubungan vert1kal dalam bangunan .
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menglkutl 'standar teknis
yang berlaku : v -

Baglan Keempat :

Persyaratan Pembangunan Bangunan Gedung di Atas atau di Bawah Tanah, Air
atau Prasarana/Sarana Umum, pada Daerah Jarlngan P1pa Gas/Minyak; dan
pada Daerah Hantaran Udara Listrik Tegangan Tinggi atau Ekstra Tinggi atau -
Ultra T1ngg1 dan / atau Menara Telekomun1kas1 dan / atau Menara Air '
Pasal 66 :
(l)Pembangunan Bangunan Gedung di atas prasarana dan Jatau
sarana umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. sesuai dengan RTRW, RDTR dan/atau RTBL; o
b. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada
~di bawahnya dan/atau di sekltarnya R PR
_c. tetap - memperhatlkan keseras1an bangunan terhadap .
o ‘hngkungannya Lo e
d;*rnendapatkan persetu_]uan dar1 p1hak yang berwenang, dan -

€. mempertlmbangkan ' pendapat TABG “dan pendapat
‘masyarakat ' ,

(2)Pembangunan Bangunan Gedung d1 bawah tanah yang =
-~ melintasi prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhl' :
- persyaratan sebagai berikut: :
“a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/ atau RTBL;
b: tidak untuk fung81 hunian atau tempat t1ngga1
c. tidak mengganggu fung51 sarana dan prasarana yang berada
~di bawah tanah; '
d. memiliki sarana khusus untuk kepentlngan keamanan dan
: keselamatan bagi pengguna bangunan » ,
€. mendapatkan persetujuan dari pihak 3 yang berwenang; dan
f.f,mempertlmbangkan 4pendapat ’IfABGM d’an ‘ pendapat
T masyarakat - S S o

(3) Pembangunan Bangunan Gedung di bawah dan/atau di atas air
harus memenuhi persyaratan sebagal berikut: -
a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL; - ‘ :
~b. tidak ‘mengganggu kese1mbangan hngkungan dan fung31 o
lindung kawasan; - : : o
- c. tidak menimbulkan- pencemaran b - : :
“d. telah. mempertimbangkan faktor keselamatan kenyamanan
' f»kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan;
e. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang, dan
= mempertlmbangkan - pendapat TABG dan  pendapat
" masyarakat. - : . o E

T
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(4)Pembangunan Bangunan Gedung pada daerah _]arlngan p1pa
. gas/ mlnyak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : Lo
- a.sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/atau RTBL; Lol
‘b. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan e
~ kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan; '
i o :mendapatkan persetujuan dari p1hak yang berwenang; dan

d. ’mempertlmbangkan pendapat T1m Ahh Bangunan Gedung Lk
dan pendapat masyarakat L J -

(5) Pembangunan Bangunan Gedung pada daerah hantaran udara R
o listrik - tegangan' tinggi/ekstra tlnggl/ ultra tinggi dan/atau .
‘menara telekomunikasi dan/ atau menara air harus memenuhi
g persyaratan sebagai berikut: - '
- a. sesuai dengan RTRW, RDTR, dan/ atau RTBL;
b. telah mempertlmbangkan faktor keselamatan, kenyamanan
 kesehatan dan kemudahan bagi pengguna bangunan; - e
c. khusus untuk daerah hantaran listrik tegangan tinggi harus * o
mengikuti pedoman dan/atau Standar Teknis tentang ruang Larho
.~ bebas’ udara tegangan tinggi’ yang berlaku. e
d. khusus menara telekomunikasi harus meng1kut1 ketentuan
S peraturan perundang undangan mengenal pembangunan dan Lo
- penggunaan menara telekomunikasi; -
. e. mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang; dan R
.1 'mempernmbangkan pendapat T1m ‘Ahli | Bangunan Gedung RN
- dan pendapat masyarakat _

Baglan Kehma S

Persyaratan Bangunan Gedung Adat Bangunan Gedung Trad1s1ona1 Pemanfaatan
: Slmbol dan Unsur/ Elemen Tradlslonal serta Kearlfan Lokal '

: Paragraf 1 o
Bangunan Gedung Adat

Pasal 67

(1)Bangunan Gedung adat dapat berupa bangunan 1badah kantor :
- lembaga masyarakat adat bala1 /gedung pertemuan masyarakat '
adat, atau sejenisnya. - PR ~ : »

(2) Penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dllakukan oleh
masyarakat adat sesuai ketentuan -hukum adat yang tidak
: bertentangan dengan ketentuan ‘ perqturan perundang-
~undangan. S 5 . S

.(3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dllakukan dengan' o
' mengikuti - persyaratan administratif dan persyaratan teknis
sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

* (4)Pemer1ntah Daerah dapat mengatur persyaratan admlmstratlf

“dan- persyaratan teknis lain yang besifat khusus pada =
penyelenggaraan Bangunan Gedung adat dalarn Peraturan
Bupatl : S : :



G (1)Bangu nan Gedung dengan gaya/ langgam trad1s1onal dapat - S

- Pasal 68

Ketentuan : mengenal . kmdah/norma . adat = dalam - -
o penyelenggaraan Bangunan Gedung adat terdiri dari ketentuan
- pada aspek perencanaan pembangunan dan pemanfaatan,

yang. mehputl : :

. penentuan loka31 :

. gaya/ langgam arsitektur local

. arah/orientasi: Bangunan Gedung; -

. besaran dan/atau luasan Bangunan Gedung dan tapak
. simbol dan unsur/ elemen Bangunan Gedung;

tata ruang dalam dan luar Bangunan Gedung,

..aspek larangan dan R - :

. aspek rltual ‘ S

50RO 00 o

: Pasal 69

‘ Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung adat f:i :
dlatur leb1h lan_]ut dalam Peraturan Bupatl

, Paragraf 2
Bangunan Gedung dengan Gaya/ Langgam Tradls1onal

Pasal 70

~berupa - fungsi hunian, fungsi keagamaan fungs1 usaha ,
"~ dan/atau fungsi 5051a1 dan budaya RN |

(2)Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/ langgam -
" tradisional dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat
lembaga - swasta atau lembaga pemerintah sesuai ketentuan
 kaidah/norma ‘tradisional yang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang—undangan A

(3) Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/langgam
- tradisional -~ ‘dilakukan = dengan ‘mengikuti ~ persyaratan
admlmstratlf dan persyaratan tekms sebagalmana dlmaksud
dalam Pasal 10° ayat (1). g : '

_(4) Pemerlntah Daerah dapat mengatur persyaratan admlmstratlf
dan ' persyaratan teknis lain  yang ‘besifat khusus pada -
penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan gaya/ langgam

§ tradls1ona1 dalam Peraturan Bupatl '

Pasal 7‘1 

'Ketentuan mengena1 kaldah /norma tradisional  dalam’
penyelenggaraan Bangunan Gedung*. dengan gaya/langgam
tradisional terdiri dari ketentuan pada aspek perencanaan,
_ pembangunan dan pemanfaatan yang mehputl
~a. penentuan lokasi;" : .
" b. gaya/langgam arsitektur local
~ c. arah/orientasi Bangunan Gedung, »
d. besaran dan /atau luasan Bangunan Gedung dan tapak
e. s1mbol dan unsur/elemen Bangunan Gedung;
f. tata ruang dalam dan luar Bangunan Gedung, ,
g aspek larangan dan '
h aspek r1tual
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- ~ Pasal 72 :
Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan Bangunan Gedung«' -
dengan gaya/ langgam trad1s1ona1 diatur leblh lanjut dalam -
Peraturan Bupau [ i , : '

Paragraf 3 :
'Penggunaan Slmbol dan Unsur/ Elemen Tradlslonal

Pasal 73

o (1)Perseorangan kelompok masyarakat dan lembaga swasta dapat
“ menggunakan - simbol dan' unsur/ elemen tradisional untuk
- digunakan - pada Bangunan Gedung yang akan dlbangun

‘direhabilitasi atau d1renovas1 Lo ‘ ‘

(2) Penggunaan simbol dan unsur/ elemen tradls1ona1 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk ‘melestarikan simbol .
- dan unsur/elemen tradisional serta memperkuat karakterlstlk =
lokal pada Bangunan Gedung :

:(3) Penggunaan ‘simbol dan unsur/ elemen trad1s1onal sebagalmana ‘

~dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan makna dan filosofi

yang terkandung dalam simbol dan unsur/elemen tradisional

. yang dlgunakan berdasarkan budaya dan 31stem nilai yang' ;

“berlaku.

(4) Penggunaan s1mb01 dan unsur/ elemen tradisional sebagalmana‘

- dimaksud. pada ayat- (1) dilakukan dengan pertimbangan aspek
" penampilan ~ dan kesera31an Bangunan Gedung dengan
hngkungannya : :

i ‘(5) Penggunaan 31mbol dan unsur/ elemen trad1s1onal sebagalmanai

dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk Bangunan Gedung |

- milik Pemerintah Daerah dan/atau Bangunan Gedung milik
_Pemerintah. di daerah dan untuk Bangunan Gedung fas111tas
umum milik lembaga swasta atau perseorangan. ‘

A(6) Ketentuan dan tata cara penggunaan simbol dan unsur/ elemen‘
tradlslonal diatur leb1h lanJut dalam Peraturan Bupatl

e ' Paragraf4 ‘
RO Kearlfan Lokal o

. Pasal 7 4

'(l)Kear1fan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma -
.- yang mengandung kebl_]aksanaan dalam berbagai perikehidupan
masyarakat setempat sebagal Warlsan turun temurun dar1
leluhur SLRE S : ; ,

(2) Penyelenggaraan 'Bangunanv Gedung d1lakukah dengan

mempert1mbangkan kearifan lokal ~yang ©berlaku pada
' masyarakat setempat ‘yang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan i

(3) Ketentuan dan tata cara penyelenggaraan kearlfan lokal yang ‘
~ berkaitan dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung dlatur
leblh lanJut dalam Peraturan Bupatl :
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: Baglan Keenam S :
Persyaratan Bangunan Gedung Semi Permanen dan
B Bangunan Gedung Darurat

; ; Paragraf 1 : : ,
Bangunan Gedung Sem1 Permanen dan Darurat -

Pasal 75

(1)Bangunan Gedung semi permanen dan darurat merupakan
Bangunan Gedung “yang dlgunakan untuk fungsi yang
~ditetapkan dengan konstruksi semi permanen dan darurat yang
dapat ditingkatkan rnen_]adl permanen

(2)Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagalmana d1maksud

‘pada’ ayat (1) harus tetap -dapat menjamin keamanan,

~keselamatan, kemudahan = kesera31an dan . keselarasan o
Bangunan Gedung dengan llngkungannya ’

(3)Tata cara’ penyelenggaraan Bangunan Gedung semi permanen -

dan darurat dlatur leb1h lan_]ut dalam Peraturan Bupati.

: ’ Bag1an KetuJuh , :
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Bencana Alam

Paragraf 1
Umum

PaSal 76 f

(1)Kawasan rawan : bencana alam mehputl kawasan rawan

~gelombang pasang,. kawasan ‘rawan - banjir, kawasan rawan

kebakaran dan kawasan rawan ‘bencana alam geologi.

(2)Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan bencana -
alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
- memenuhi persyaratan - tertentu yang ,mempert1mbangkan ‘

s keselamatan dan keamanan demi kepentlngan umum. L

(3) Kawasan rawan bencana’ alam - sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) diatur dalam’ RTRW RDTR, peraturan zonasi dan/atau

- penetapan dari 1nstan31 yang berwenang lamnya

[(4)Dalam ‘hal penetapan kawasan B rawan bencana alam
sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (1) - belum ditetapkan,
Pemermtah Daerah dapat mengatur suatu’ kawasan sebagai
kawasan rawan: bencana alam dengan larangan membangun
pada batas tertentu . dalam’ Peraturan Bupati = dengan

mernpertlmbangkan keselamatan . 'dan ' keamanan demi

B kepentlngan umum.



| Paragraf 2 ,
Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan
Rawan Gelombang Pasang s

Pasal 77

- (l)Kawasan rawan gelombang pasang sebagalmana dimaksud
~ dalam Pasal 76 ayat (1) merupakan kawasan sekitar pantai yang
rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10
sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin
kencang atau grav1ta31 bulan atau matahar1 ’

(2) Penyelenggaraan Bangunan : Gedung d1 kawasan rawan
~gelombang pasang sebagalmana dimaksud pada ayat (1) harus
“memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR,

 peraturan - zonasi dan/atau penetapan dar1 instansi yang
_berwenang lainnya. . ~ : ‘

" (3)Dalam hal ketentuan sebagmmana dlmaksud pada ayat (2)
belum dltetapkan Pemerintah Daerah dapat mengatur
mengenai peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di’
kawasan rawan gelombang pasang dalam Peraturan Bupatl

(4) Penyelenggaraan Bangunan ‘Gedung d1 kawasan rawan
gelombang pasang sebagalmana dimaksud pada ayat (1) harus

- memiliki rekayasa teknis tertentu yang mampu mengantisipasi
 kerusakan dan/atau keruntuhan Bangunan Gedung aklbat _
hantaman gclombang pasang ;

: : Paragraf 3 :
« Persyaratan Bangunan Gedung d1 Kawasan Rawan Banjlr

Pasal 78

(1)Kawasan rawan banjlr sebagalmana dimaksud dalam Pasal 76
cayat. (1) merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering
dan /atau berpoten51 t1ngg1 mengalaml bencana alam banjlr '

(2)Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjlr
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi.
persyaratan sesua1 ketentuan dalam RTRW, RDTR peraturan
:zonasi. dan/ atau penetapan dar1 1nstan31 yang berwenang' :
lalnnya ’ : e

(3) Dalam hal ketentuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)
belum - dltetapkan ‘Pemerintah  Daerah  dapat mengatur
mengenai - peryaratan ‘penyelenggaraan . Bangunan Gedung
di kawasan rawan: ‘banjir dalam Peraturan Bupati.

(4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan banjir
‘sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa
-teknis tertentu yang mampu- . mengantlslpa31 ‘keselamatan-
penghum dan/atau kerusakan Bangunan Gedung aklbat
genangan ban_]lr : 0
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: B , Paragraf4 : S
.Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan Kebakaran

Pasal /79

| ‘l)bKa"w‘asan fawaﬁ'kébakérah 'sebagalména dimaksud dalam Pasal l 8

76 ayat (1) merupakan kawasan yang diidentifikasikan sering
“dan/atau berpoten51 tlnggl mengalam1 bencana kebakaran
“hutan. . :

(2)Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan
kebakaran sebagaimana - dlmaksud pada ayat (1) harus
memenuhi- persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR,
_ peraturan zonasi dan/ atau penetapan dar1 1nstan31 yang
berwenang lainnya. : :

5 (3)Dalam hal ketentuan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) P

belum ._,dltetapkan Pemerintah Daerah dapat mengatur

- mengenai peryaratan penyelenggaraan ‘Bangunan - Gedung .

di kawasan rawan kebakaran dalam Peraturan Bupati.

- (4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di kawasan rawan -

kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-harus memiliki
rekayasa teknis  tertentu ~yang ~mampu mengantisipasi
~keselamatan penghum dan/ atau kerusakan Bangunan Gedungﬂ
, aklbat kebakaran

— Paragraf 5
- Persyaratan Bangunan Gedung di Kawasan Rawan
‘ Bencana Alam Geolog1 : ‘

Pasal 80 o

: ’Kawasan rawan bencana alam geologl sebagalmana dlmaksud
dalam Pasal 76 ayat (1) adalah kawasan rawan abrasi. -

; Pasal 81 R
(1) Kawasan rawan ~abrasi - merupakan kawasan pantai yang
berpoten31 dan / atau pernah mengalaml abra81

‘(2)Penye1enggaraan Bangunan Gedung d1 kawasan rawan abrasi
.. sebagaimana - dimaksud . pada ayat . (1) harus memenuhi
. persyaratan sesuai ketentuan dalam RTRW, RDTR, peraturan
- zonasi dan/ atau penetapan dan 1nstan51 yang berwenang L

la1nnya : , : -

(3) Dalam hal ketentuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)
belum dltetapkan Pemerintah Daerah dapat mengatur

- mengenai. peryaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di
kawasan rawan abra81 dalam Peraturan Bupat1 ,

‘ ’(4) Penyelenggaraan Bangunan Gedung d1 kawasan rawan abrasi
- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki rekayasa
_teknis tertentu ' yang ~mampu mengantisipasi kerusakan

dan / atau keruntuhan Bangunan Gedung akibat abrasi.
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: . Paragraf 6 :
Tata Cara Dan Persyaratan Penyelenggaraan Bangunan Gedung
' d1 Kawasan Rawan Bencana Alam.

SE Pasal 82 , I ~
Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan Bangunan Gedung di
-~ kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud Pasal 76 ;
dlatur leblh lanjut dalam Peraturan Bupatl ‘

LS BABIV. o
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUN G
Bag1an Kesatu
Umum '

Pasal 83

V(l)Penyelenggaraan Bangunan Gedung terd1r1 _atas  kegiatan
pembangunan pemanfaatan pelestarlan dan pembongkaran

- (2)Keg1atan Pembangunan . Bangunan Gedung sebagalmana
- dimaksud “pada ayat (1) diselenggarakan melalui proses
Perencanaan Tekms dan proses pelaksanaan konstruksi.

_(3) Keg1atan Pemanfaatan : Bangunan ‘Gedung sebagalmana :
dimaksud ' pada ayat (1) ‘meliputi- keglatan pemeliharaan,
perawatan pemerlksaan secara berkala, perpanjangan Sertifikat
Laik Fung81 dan pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung.-

(4) Keglatan pelestarlan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mehputl keglatan penetapan dan pemanfaatan .
termasuk perawatan dan ‘ ,pcmugaran serta  kegiatan
pengawasannya ST : SN

” (5) Kegiatan pembongkaran Bangunan Gedung 'sebagalmané"
.-dimaksud pada ayat (1) meliputi. penetapan pembongkaran dan
pelaksanaan pembongkaran serta pengawasan pembongkaran '

(6) D1 dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagalmana’
dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Bangunan Gedung wajib -

© . memenuhi persyaratan- ‘administrasi ‘dan persyaratan teknis -
‘untuk ~menjamin  keandalan Bangunan Gedung = tanpa

' memmbulkan dampak pentlng bagl llngkungan ’

_ (7) Penyelenggaraan Bangunan Gedung . sebagalmana dlmaksud:
pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan atau penyedla'
_]asa di bldang penyelenggaraan gedung ’




T - Bagiéh Kedua ,
. Kegiatan Pembangunan =

: »Pé/ii‘"agféf 1
. Umum' '
Pasal 84
G Keglatan pembangunan Bangunan Gedung dapat dlselenggarakanﬁ
" secara swakelola atau menggunakan penyedia jasa di b1dangjf‘

,perencanaan pelaksanaan dan / atau pengawasan

Pasal 85

(I)Péﬁyelénggaféé’m‘ pemba'ngunan' Bariéu‘nan “Gedung secara

-swakelola sebagalmana dimaksud dalam Pasal 84 menggunakan
gambar ‘rencana . tekms sederhana atau gambar rencana
prototlp : - : : o

= ,(2)Pemer1ntah Daerah dapat memberlkan bantuan teknis kepada .
Pemilik Bangunan Gedung' dengan penyedlaan rencana tekmk
: sederhana atau gambar prototlp f V

'(3) Pengawasan pembangunan Bangunan Gedung sebagalmana:”;
' dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah'.
dalam rangka kelaikan fung31 Bangunan Gedung :

s '(4)Bantuan teknis- sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dlatur,
leb1h lanjut dalam Peraturan Bupatl ,?

: Paragraf 2
: Perencanaan Teknis_«v

Pasal 86

»'(l)Setlap keglatan mendmkan mengubah "‘rmeriambah dan -
membongkar Bangunan Gedung harus berdasarkan padar'»
Perencanaan  Teknis yang dlrancang oleh penyedla jasa

 perencanaan Bangunan ‘Gedung yang mempunyai sertifikasi - i

kompetensi ~ di’ b1dangnya sesuai dengan fungsi dan'b
klas1ﬁkas1nya : :

(2) Dikecualikan darl ketentuan sebagalmana dlmaksud pada ayat S

(1) perencanan teknis untuk Bangunan Gedung hunian tunggal

sederhana, Bangunan Gedung hun1an deret sederhana dan“{
~Bangunan Gedung darurat.. B S —

S (3)Pemer1ntah Daerah dapat mengatur perencanan teknis untuk
~ jenis Bangunan Gedung lainnya yang dikecualikan dari’ -
ketentuan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) yang diatur di - -
dalam Peraturan Bupat1 RN \ - : ST

(4) Perencanaan Teknls Bangunan Gedung dilakukan berdasarkan.:/'

“kerangka acuan kerja .dan dokumen ikatan kerja dengan:

penyedla jasa- perencanaan Bangunan Gedung yang memiliki
- sertifikasi sesua1 dengan bidangnya. :

. (5) Perencanaan Teknls Bangunan Gedung harus disusun dalarn‘ .
suatu dokumen rencana tekms Bangunan Gedung
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Paragraf 3
Dokumen Rencana Tekms

k Pasal 87

'(1)Dokumen rencana teknls Bangunan Gedung sebagalmanar ‘
~dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) meliputi: v
a. gambar rencana teknis berupa: rencana teknis arsitektur,

- struktur dan konstruks1 mekamkal / elektr1ka1 '
b. gambar detail;

- C. syarat—syarat umum dan syarat tekms

~d. rencana anggaran blaya pembangunan
e. laporan perencanaan.

'(2) Dokumen rencana tekms sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

~ diperiksa, d1n11a1 -disetujui dan disahkan sebagai dasar untuk
_.“’~fpember1an IMB dengan mempertlmbangkan kelengkapan
. dokumen sesuai dengan fungsi dan klasifkasi Bangunan
- Gedung, persyaratan tata bangunan keselamatan kesehatan,
. ikenyamanan dan kemudahan. :

‘(3) Penilaian dokumen rencana teknis  Bangunan Gedung
sebagalmana dimaksud pada ayat (2) Wa_]lb mempertlmbangkan,
‘hal-hal sebagai berikut: L
a pertimbangan dari TABG' untuk Bangunan Gedung yang
- digunakan bagi kepentmgan umum;

" b. pertimbangan dari TABG dan memperhatlkan pendapat
.. masyarakat = untuk. Bangunan _Gedung yang akan .
- menimbulkan' dampak penting; R o

c. koordlnas1 dengan Pemerlntah Daerah dan mendapatkan

: pertlmbangan dari TABG serta memperhatlkan pendapat
e masyarakat untuk Bangunan Gedung yang dlselenggarakan
oleh Pemerlntah e : : S

(4) Persetujuan ‘dan: pengesahan dokumeh rencana teknis -
- . sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) d1ber1kan secara tertuhs
oleh pejabat yang berwenang ' : S ‘

‘ Paragraf 4
. Pengaturan Retr1bus1 IMB

‘ Pasal 88
'Retr1bus1 IMB dltetapkan dengan Peraturan Daerah

: : ParagrafS S
Tata Cara Penerbltan IMB o

Pasal 89 .

(1) Permohonan IMB'disampaikan kepada bupati dengan dilampiri
persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan -
‘fungsi . dan Klasifikasi Bangunan = Gedung sebagaimana
dlmaksud dalam Pasal S, Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal O.
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‘-3{’~_‘(2)Persyaratan adrn1mstrat1f sebagalmana dlmaksud pada ayat (l)f{ "

terdiri dari: . :
a. tanda buktl status hak atas tanah atau tanda bukti .
o perjanjian pemanfaatan tanah; - ’
- b. data Pemilik Bangunan Gedung, : .
c. hasil analisis mengenai dampak llngkungan bagl Bangunan
>Gedung yang - memmbulkan dampak pentmg terhadap -
; 11ngkungan dan ENEEE ‘

d. 'dokumen / surat lalnnya yang terkalt

(3) Persyaratan tekms sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) terdiri
dari: - e ,
Ca. data umum Bangunan Gedung, dan

b. rencana tekms Bangunan Gedung

- (4) Data umum sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) berls1 :
. informasi mengena1 e &
a. fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung,
~ b. luas lantai'dasar Bangunan Gedung; '
e total luas lantai Bangunan Gedung;
- d. ketmgglan/ jumlah 1anta1 Bangunan Gedung, dan

e. rencana pelaksanaan

= ;(5) Rencana tekms Bangunan Gedung sebagalmana d1maksud L
. pada ayat (3) terdiri dari: :

a. gambar pra rencana Bangunan Gedung yang terdiri dar1
- gambar rencana tapak atau 31tuas1 denah tampak dan

- gambar potongan; o e 3

. spesifikasi teknis Bangunan Gedung, :

rancangan arsitektur Bangunan Gedung;

. rencangan struktur secara sederhana/prinsip;

rancangan ut111tas Bangunan Gedung secara pr1ns1p,
spesifikasi umum Bangunan Gedung; -
perhitungan struktur Bangunan Gedung 2 (dua) lantai atau

lebih dan/atau bentang struktur lebih dari 6 meter; ’

. perh1tungan kebutuhan ut1htas (mekamkal dan elektrikal);

= an*’.wa.o o

rekomendas1 1nstans1 terkalt

o
.

(6) Rencana teknis sebagalmana dlmaksud pada ayat (5)
dlsesualkan dengan penggolongannya yaitu: S |
a. rencana tekms untuk Bangunan -Gedung fungsi hunian - -

‘meliputi: »

1) bangunan human rumah tlnggal tunggal sederhana (rumah

inti  tumbuh, \rumah sederhana sehat, rumah deret,

; sederhana), : - o :

- 2) bangunan hunian rurnah tlnggal tunggal dan rumah deret‘

sampa1 dengan 2 lantai; = ; . :

.33) bangunan “hunian rumah tlnggal tunggal tidak sederhana
 atau 2 lantai atau lebih dan gedung lainnya pada umumnya.
‘ b. rencana teknis untuk Bangunan Gedung untuk kepentmgank
umum; : ,
c. rencana teknis untuk Bangunan Gedung fungsi khusus; dan
- d.rencana teknis untuk Bangunan Gedung kedutaan besar
B negara asmg dan Bangunan Gedung d1p10mat1k lainnya. ‘



Pasal 90

(l)Bupatl memerlksa dan men11a1 syarat-syarat sebagéum'ana S

- dimaksud dalam Pasal 89 serta status/keadaan tanah dan/atau ;
bangunan _ untuk dljadlkan : sebaga1 ‘ bahan persetujuan
‘pemberian IMB. f = . S

: (2)Bupat1 menetapkan_ retrlbus1 IMB berdasarkan bahan . ;

persetu_]uan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1).

(3) Pemerlksaan dan pemlalan sebagalmana dimaksud pada ayat ey

- (1) dan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
- (2) paling lama 14 (empat belas) har1 kerJa terhitung sejak
- tanggal dlterlma permohonan IMB.

-~ (4) Pemerlksaan dan pemlalan permohonan IMB untuk Bangunan
‘Gedung yang memerlukan pengelolaan khusus atau mempunyai

- _tingkat kompleksitas yang dapat memmbulkan dampak kepada |

masyarakat dan lingkungan paling lama 30 (tiga puluh) har1
kerJa ‘terhitung: seJak tanggal diterima permohonan IMB.

: (5)Berdasarkan penetapan retribusi IMB sebaga1mana dimaksud
: pada ayat. (2) pemohon IMB melakukan pembayaran retribusi
"IMB ke - kas- daerah ' dan menyerahkan tanda bukti
pembayarannya kepada bupatl _ ’

‘ _ (6) Bupatl menerbltkan IMB pahng lama 14 (empat belas) har1 kerja i
~terhitung sejak dlterlmanya buktl pembayaran retribusi IMB
oleh bupati. : : -

_(7) Ketentuan mengena1 IMB berlaku pula untuk rumah adat
kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah = Daerah dengan
mempertlmbangkan faktor nilai tradisional dan kearlfan lokal
‘yang berlaku di masyarakat hukum adatnya

‘ ‘(8) Ketentuan mengena1 IMB berlaku pula untuk bangunan bukan
gedung ' : SN :

Pasal 9 1

(1)Bangunan bukan gedung sebagalmana d1rnaksud pada Pasal 90j
ayat (8) mehput1 antara lain :
a. pelataran - untuk parklr lapangan tenls lapangan basket
‘ \-lapangan golf,"dan lain-lain sejenlsnya ‘ : :
: b. awning atau yang sejenisnya; .
©.c. pagar tembok/besi dan tanggul/ turap, dlndlng penahan
- tanah dan lain- lain sejenisnya;
d. kolam renang/ kolam pengolah air/bak peny1mpanan air, . -
\ septlc tank/ bak penampungan bekas air kotor, dan laln 1a1n .
. sejenisnya; T -
. gapura/ gardu_ Jaga patung, ) monumen dan lain-lain
sejenisnya; . e '
pondasi mesin, ponda31 tangk1 dan 1a1n 1a1n sejenisnya;
. jembatan penyeberangan orang, Jembatan Jalan perumahan
dan lain-lain’ se_]enlsnya LA :
. menara penyimpanan air dan 1a1n laln sejemsnya
menara bakar/ cerobong asap dan lain-lain sejenisnya;
gardu hstr1k ruang trafo dan panel tiang listrik dan lain-lain
se_]emsnya e : : <

o

Serore @ ':-*a'
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' k._bangunan reklame dan sejemsnya :
. teras t1dak beratap atau tempat pencuman dan lain- laln.

‘ sejenisnya; ‘ :

~ m. instalasi bahan bakar dan /atau :

‘pelataran untuk pemmbunan mater1a1 dan peralatan

ot

k Pasal 92

o Ketentuah ‘lebih 'lanjut penerbltéhr IMB bangunan gedung dan
_bangunan bukan gedung dlatur dalam Peraturan Bupat1 :

Pasal 93

(l)Sebelum - memberlkan persetu_]uan - atas persyaratan
_administrasi _dan. persyaratan teknis bupati dapat meminta
‘pemohon IMB -untuk menyempurnakan dan/ atau melengkapi
- persyaratan yang diajukan. . o

(2)Bupati dapat menyetujui, menunda atau menolak permohonan :
IMB yang dla_]ukan oleh pemohon =

Pasal 94

e 7(1)Bupat1 dapat ‘menunda’ rnenerbltkan IMB apablla
~ a.Bupati masih memerlukan waktu tambahan untuk menilai,

‘khususnya persyaratan bangunan serta pertlmbangan nilai -

hngkungan yang dlrencanakan dan / atau

“b. Bupat1 sedang merencanakan rencana baglan kota atau
’ rencana terper1nc1 kota g oo

(2) Penundaan penerbltan IMB sebagalmana dimaksud pada ayat
(1) ‘hanya dapat d11akukan 1 (satu) kali untuk jangka waktu
tidak " lebih dari ‘2 (dua) bulan terhltung seJak penundaan e
sebagalmana dimaksud pada ayat (1). :

7(3) Bupat1 dapat menolak permohonan IMB apablla Bangunan 5

Gedung yang akan dlbangun ‘ _ ‘

- a. tidak memenuhi persyaratan adm1n1strat1f dan teknis; ,

" b. penggunaan tanah yang akan didirikan Bangunan Gedung
- tidak sesuai dengan rencana kota ;

‘c.‘mengganggu atau memperburuk hngkungan sekltarnya

d. mengganggu lalu lintas, aliran air, cahaya pada bangunan

et sekitarnya yang telah ada dan/atau -

e terdapat keberatan dar1 masyarakat o

“ (4) Penolakan permohonan IMB sebagalmana dlmaksud pada ayat |
- (3) dllakukan secara tertuhs dengan menyebutkan alasannya. e

Pasal 95

‘(l)Surat penolakan permohonan IMB sebagalmana dimaksud

- dalam Pasal 94 ayat (4) harus sudah disampaikan kepada

- pemohon dalam waktu paling lambat 7 (tuJuh) harl setelah surat
“.penolakan d1ke1uarkan bupati. ‘ : :

(2) Pemohon dalam waktu paling - lambat 14 (empat belas) hari- -
- setelah menerima surat penolakan sebagalmana dimaksud pada
o ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada bupat1




- (3) Bupatl dalam waktu pahng lambat 14 (empat belas) hari setelah R

- menerima keberatan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) wajib
; memberlkan Jawaban tertuhs terhadap keberatan pemohon.

;(4)J ika pemohon tidak melakukan hak sebagalmana maksud pada '
ayat (2) pemohon dlanggap menerima surat penolakan tersebut.

(5)Jika bupat1 tldak melakukan kewajlban sebagalmana dlmaksud x
- pada ayat (3)- bupati - d1anggap menerima ~alasan keberatan
pemohon sehlngga bupat1 harus menerb1tkan IMB.

»,,kf/(6) Pemohon dapat melakukan gugatan ke Pengadllan Tata Usaha =

Negara - apabila bupati tidak- melaksanakan ketentuan
sebagalmana dlmaksud pada ayat ).

Pasal 96

. ?(l)Bupatl mencabut IMB apablla s , :
- a. pekerjaan Bangunan Gedung yang sedang dlkerjakan terhenti

~ selama 3 (tiga) bulan dan tidak dllanJutkan 1ag1 berdasarkan )

; pernyataan dari pemilik bangunan;
- b.IMB diberikan - berdasarkan data- dan 1nformas1 yang tidak
‘benar; dan/atau
C. pelaksanaan pembangunan meny1mpang ‘dari dokumen

rencana teknis yang telah -disahkan. dan/ atau persyaratan R

yang tercantum dalam izin.

:, (2) Sebelum pencabutan IMB sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

- kepada“ pemegang IMB diberikan 'peringatan secara tertulis 3
(tiga) kali berturut-turut: dengan tenggang waktu 30 (t1gapuluh)~
hari dan d1ber1kan kesempatan untuk mengajukan'
tanggapannya \ N iR & S

’ 7:(3)Apab11a perlngatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) tidak
. diperhatikan dan - ditanggapi dan/ atau tanggapannya tidak
dapat dlterlma bupatl dapat mencabut IMB bersangkutan. o

’ ' ,~‘(4) Pencabutan - IMB sebaga1mana dlmaksud ‘pada ayat (3)
 ditetapkan dalam bentuk surat keputusan bupatl yang memuat

alasan pencabutannya ’ S S : V

Pasal 97 o

,"IMB tldak dlperlukan untuk peker_]aan tersebut d1 bawah ini:

A memperbalkl Bangunan Gedung dengan tidak mengubah

‘bentuk dan luas serta menggunakan Jenls bahan semula antara
.- lain: ol S : S
1) memlester : ~
- 2) memperba1k1 retak bangunan B :
" 3) memperbaiki daun pintu dan/atau daun Jendela
4) memperbaiki penutup udara tidak melebihi 1 m2;
 5) membuat pemindah halaman‘tanpa konstruksi; :
. 6) memperba1k1 langxt langlt tanpa mengubah jaringan utlhtas

o 7) mengubah bangunan sementara

b. memperba1k1 saluran a1r huJan dan selokan dalam pekarangan
: bangunan L : L
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c. membuat bangunan yang sifatnya sementara bagi kepentingan
~ pemeliharaan ternak dengan luas tidak melebihi garis sempadan-

‘belakang dan sampmg serta tldak mengganggu kepentingan
. orang lain atau umum;’ BT N ’

d.. membuat pagar halaman yang 31fatnya sementara (tldak

permanen) yang. tlngglnya ‘tidak melebihi 120 (seratus dua - -

‘puluh) centimeter kecuali adanya pagar ini mengganggu o
~ kepentingan orang lam atau umum. : ‘
€. membuat bangunan yang s1fat penggunaannya sementara

Waktu , ; P : Ca

- ~ Paragraf 6 ;
! Penyedla Jasa Perencanaan Teknls

Pasal 98

(1) Perencanaan Tekms Bangunan Gedung d1rancang oleh penyedla

- jasa perencanaan. Bangunan Gedung yang . mempunya1 A

" sertifikasi kompeten81 : kd1 b1dangnya sesua1 - “dengan
klasﬁikasmya : '

(2) Penyedia jasa’ perencana Bangunan Gedung sebagalmana
- dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: i . ‘
. Perencana arsitektur; - ;

. Perencana stuktur;

Perencana mekanikal;

. Perencana ‘elektrikal; = -

. Perencana pemipaan (plumber), 5

Perencana proteks1 kebakaran dan o

o g, Perencana tata 11ngkungan

(3) Pemerlntah Daerah dapat menetapkan perencanaan tekms

juntuk Jenls Bangunan Gedung  yang dikecualikan dari
“ ketentuan sebagalmana d1maksud pada ayat (1) yang diatur
- dalam Peraturan Bupat1

(4) Llngkup layanan _]asa Perencanaan Teknls Bangunan Gedung
- meliputi:

. penyusunan konsep perencanaan

. prarencana;

‘pengembangan rencana

. rencana detail;

. pembuatan dokumen pelaksanaan konstruk81

pemberian penjelasan ~ dan evaluas1 pengadaan jasa

; pelaksanaan

- g. pengawasan berkala pelaksanaan konstruk31 Bangunan
K Gedung, dan

‘:-w'n‘oup"c*sn

h penyusunan petun_]uk Pemanfaatan Bangunan Gedung

(5) Perencanaan Tekms Bangunan Gedung harus disusun dalam
“suatu dokumen rencana’ teknls Bangunan ‘Gedung.




Baglan Ketlga R
Pelaksanaan Konstruk31 '

Paragraf 1 e
Pelaksanaan Konstruk51 e

i Pasal 99

(l)Pelaksanaan konstruk31 Bangunan Gedung meliputi kegiatan
pembangunan baru,~ perbaikan, penambahan, perubahan
dan/atau pemugaran Bangunan Gedung dan/ atau instalasi
dan /atau perlengkapan Bangunan Gedung ' :

(2)Pe1aksanaan konstruksi. Bangunan Gedung d1mu1a1 setelah
- Pemilik Bangunan Gedung memperoleh IMB-dan dilaksanakan
‘ berdasarkan dokumen rencana ‘teknis yang telah disahkan.

: (3) Pelaksana Bangunan Gedung adalah orang atau badan hukum
~yang telah memenuhi  syarat menurut ketentuan peraturan -
~perundang- undangan kecuah dltetapkan laln oleh Pemerlntah G
Daerah B S -

(4) Dalam melaksanakan peker_]aan pelaksana bangunan Wa_]lb

‘ meng1kut1 semua ketentuan dan syarat syarat pembangunan ERT

yang dltetapkan dalam IMB

Pasal 100 e

Untuk memula1 pembangunan pémlhk L-‘IMB Wajib 'mengisi

~ 'lembaran permohonan pelaksanaan bangunan yang berisikan

keterangan mengenal

Ca Nama dan Alamat
~_b. Nomor IMB;
c. Lokasi Bangunan :
d Pelaksana atau Penanggung Jawab pembangunan

Pasal 101

(l)Pelaksanaan konstruk31 dldasarkan pada dokumen rencana‘
- teknis yang sesuai dengan IMB. ~ :

(2)Pelaksanaan‘ konstruks1 Bangunan : Gedung sebagaimana
~ dimaksud pada ayat (1) berupa  pembangunan Bangunan
" Gedung baru, perbalkan penambahan, perubahan dan/ atau

pemugaran ‘Bangunan Gedung dan/ atau instalasi dan/atau -
: perlengkapan Bangunan Gedung ~

' Pasal 102 :

(l)Keglatan : pelaksanaan kOnStrukm ‘Bangunan = Gedung
. sebagaimana. dimaksud ‘dalam Pasal 99 terdiri atas kegiatan .
pemeriksaan dokumen pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah,
kegiatan persiapan lapangan, kegiatan konstruksi, kegiatan
- pemeriksaan - akhir - pekerjaan konstruk31 dan - kegiatan
penyerahan hasﬂ akhir peker_]aan : . o



51

(2) Pemeriksaan dokumen péléksa’tr‘iaayn‘ Sebagélrriana ‘dimaksud’
pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan .
keterlaksanaan konstruks1 dan semua- pelaksanaan pekerjaan.

.‘(3) Persiapan lapangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
‘meliputi penyusunan program pelaksanaan moblhsas1 sumber S

daya dan penylapan fisik lapangan

(4) Keglatan konstruksi mehputl keglatan pelaksanaan konstruksi
'di lapangan, pembuatan laporan - kemajuan pekerjaan, ‘,
- penyusunan gambar kerja- pelaksanaan (shop drawings) dan
gambar pelaksanaan pekerjaan ‘sesuai dengan yang telah -
dilaksanakan (as built drawmgs) .serta 'keglatan masa'
pemehharaan konstruks1 R IR :

(5)Kegiatan - pemerlksaaan akhlr pekerjaan konstruksi meliputi- -

pemeriksaan hasil = akhir pekerjaaan konstruksi Bangunan
- Gedung terhadap kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan

yang ‘berwujud - Bangunan Gedung yang Laik Fungsi dan o

dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan konstruksi, gambar

pelaksanaan - pekerjaan (as . built drawings), pedoman e
pengoperasian dan pemehharaan Bangunan Gedung, peralatan-

serta perlengkapan mekanikal dan elektrlkal serta dokumen
penyerahan hasil pekerjaan : :

’ (6)Berdasarkan hasil pemerlksaan akhlr sebagaimana dlmaksud S S

. pada ayat (5), Pemilik Bangunan ~Gedung atau penyedla
jasa/pengembang - mengajukan  permohonan penerbitan

' Sertifikat Laik Fung51 Bangunan Gedung kepada Pemerintah

o ‘Daerah

Paragraf 2
Pengawasan Pelaksanaan Konstruk51

Pasal 103

i (l)Pelaksanaan konstruks1 Wa_]lb d1awas1 oleh petugas pengawas
- pelaksanaan konstruksi.

R (2) Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan~ Gedung meliputi
L pemerlksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan,
~ keselamatan, kesehatan kenyamanan dan kemudahan dan
: IMB.

) Kewenangan dan tata cara pengawasan pelaksanaan konstruksi
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan (2) d1atur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupatl

: Paragraf 4
Pemerlksaan Kelalkan Fung81 Bangunan Gedung

Pasal 104

(1)Pemer1ksaan kelalkan fung81 Bangunan Gedung ‘dilakukan
setelah Bangunan Gedung selesai dilaksanakan oleh pelaksana
konstruksi 'sebelum diserahkan kepada Pemilik Bangunan
‘Gedung.
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: ‘(2)Pemer1ksaan kelalkan fungs1 bangunan gedung sebagalmana"j
~dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian
teknis bangunan gedung, kecuali untuk rumah tinggal tunggal
dan rumah tinggal deret oleh pemermtah daerah

'(3) Segala biaya yang d1per1ukan untuk pemerlksaan kelalkan‘
" fungsi oleh penyedla jasa pengkajian teknis bangunan gedung
‘ menjadi tanggung _]awab pemlhk atau pengguna.

k-(4) Pemerlntah daerah dalam melakukan pemerlksaan kelalkan .=

fung81 bangunan - gedung dapat mengikutsertakan pengkaji
“teknis profesional, dan penilik bangunan (building inspector)
- yang bersertifikat sedangkan pemilik tetap bertanggung jawab
dan berkewaﬂban untuk menJaga keandalan bangunan gedung.

(5) Dalam hal belum terdapat pengka_]l teknis bangunan gedung,
- pengkajian teknis dilakukan oleh pemerintah daerah dan dapat
~ bekerja sama dengan a5031as1 profes1 yang terkait dengan
bangunan gedung : S :

Pasal 105 o

) (1)Pem111k/ pengguna bangunan yang mem111k1 unit teknis dengan
~ sumber daya manusia yang memiliki sertifikat keahlian dapat
- melakukan Pemerlksaan Berkala dalam rangka pemehharaan

dan perawatan ' ' = = :

' (2)Pem111k/ pengguna bangunan dapat melakukan ikatan kontrak

dengan. pengelola berbentuk badan usaha yang memiliki unit =

teknis dengan sumber daya manusia yang bersertifikat keahlian '
Pemeriksaan - Berkala dalam ‘rangka pe_mehharaan da_n
parawatan Bangunan Gedung o 8

f(3) Pemilik perorangan Bangunan Gedung dapat melakukan

pemerlksaan sendiri secara“ berkala selama yang bersangkutan o

- mem111k1 sertlfikat keahhan

Pasal 106

:‘(l)Pelaksanaan pemerlksaan kelalkan fung31 Bangunan Gedung

untuk proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan .

"Gedung hunian rumah tinggal tidak sederhana, Bangunan
. Gedung 1a1nnya atau Bangunan Gedung Tertentu dilakukan .
 oleh penyedia jasa pengawasan -atau manajemen konstruk81
yang memiliki sertlﬁkat keahlian.

- (2)Pelaksanaan pemerlksaan kelalkan fung51 Bangunan Gedung

~untuk proses penerbitan SLF Bangunan Gedung fungsi khusus

dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan: atau manajemen

©  konstruksi yang memiliki sertifikat dan tim internal yang

memiliki sertifikat keahlian dengan memperhatikan pengaturan

internal dan rekomendasi dari instansi yang bertanggung _]awab'
di b1dang fung31 khusus tersebut
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: (3) Pengkajlan tekms untuk pemerlksaan ‘kelaikan fungsx
- Bangunan- Gedung untuk proses penerbltan SLF Bangunan
- Gedung  hunian rumah tinggal tidak ~sederhana, Bangunan
~Gedung lalnnya ‘pada umumnya dan Bangunan Gedung:
.,\_Tertentu untuk kepentingan  umum dilakukan oleh penyedia
o jasa pengka_]lan ‘teknis konstruks1 Bangunan Gedung yang
- memiliki sertxﬁkat keahhan ' :

(4) Pelaksanaan pemerlksaan kelalkan fung31 Bangunan Gedung
' ‘untuk proses. penerbitan SLF Bangunan Gedung fungsi khusus
- dilakukan  oleh penyedla jasa pengkajian teknis konstruksi
- Bangunan. Gedung yang memiliki sertifikat keahlian dan tim

‘internal ‘yang  memiliki  sertifikat = keahlian = dengan o

- memperhatlkan pengaturan internal dan rekomendasi dari
“instansi yang bertanggung _]awab d1 bidang fungsi dimaksud. '

(5) Hubungan kerJa antara pemlhk/ Pengguna Bangunan Gedung'
dan penyedla jasa pengawasan/manajemen konstruksi atau
penyedla jasa pengka_]lan teknis konstruksi Bangunan Gedung
dllaksanakan berdasarkan 1katan kontrak v v

Pasal 107

(1)Pemer1ntah Daerah khususnya instansi teknis pembina
penyelenggaraan Bangunan Gedung, dalam proses penerbitan
SLF Bangunan Gedung melaksanakan pengka_]lan teknis untuk

pemerlksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung hunian rumah
~tinggal tunggal termasuk rumah t1nggal tunggal sederhana dan

- rumah deret dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung

b human rumah t1ngga1 tunggal dan rumah deret '

(2) Dalam hal d1 ‘instansi Pemermtah Daerah sebagaimana

~dimaksud padaayat (1) tidak terdapat tenaga teknis yang

7‘cukup, Pemerintah  Daerah dapat menugaskan penyedia jasa-
' pengkajian ~ teknis . kontruksi -Bangunan Gedung untuk
- melakukan pemerlksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung‘
hunian rumah t1ngga1 tunggal sederhana dan rumah t1ngga1'
~ deret sederhana. ~ : '

(3) Dalam hal penyedla Jasa sebagalmana d1maksud pada ayat (2)'
. belum tersedia, instansi  teknis: pemblna Penyelenggara-
Bangunan Gedung dapat bekerja sama dengan asosiasi profesi
di bidang Bangunan Gedung untuk melakukan pemerlksaan7
kelalkan fung31 Bangunan Gedung ) '

Paragraf 5 :
Tata Cara Penerbltan SLF Bangunan Gedung

Pasal 108
(1)Penerb1tan SLF Bangunan Gedung dllakukan atas dasar

’ permintaan - pem111k/ Pengguna Bangunan\ Gedung untuk
Bangunan ~ Gedung = yang telah selesai  pelaksanaan

: konstruksmya atau untuk perpanJangan SLF Bangunan Gedung L |

‘ f yang telah pernah memperoleh SLF
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(2)Pern111k/ pengguna Bangunan Gedung mlllk Pemerlntah Wa.]lb”’;,;‘
- memiliki SLF.

~“(3)SLF Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud pada ayat (1)‘;‘ G :

diberikan dengan menglkutl pr1n81p pelayanan prima dan tanpa
pungutan biaya.

\‘(4)SLF ‘Bangunan’ Gedung sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) [

-~ diberikan setelah terpenuhlnya persyaratan administratif dan

persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan Klasifikasi. - :
- Bangunan Gedung sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 5, Pasal .

6, Pasal 7 Pasal 8, dan Pasal 9..

‘ ~(5) Persyaratan admmlstratlf sebagalmana dlmaksud pada ayat (1):
- a. Pada proses pertama kali SLF Bangunan Gedung: ; v
1) kesesuaian data aktual dengan data dalam dokumen status o3
- hak atas tanah o »
2) kesesuaian data aktual dengan data ‘dalam IMB dan/ atau L
 dokumen status kepemilikan Bangunan Gedung,
3) kepemlllkan dokumen IMB : : e

b Pada proses perpanjangan SLF Bangunan Gedung -
1) kesesuaian data aktual dan /atau adanya perubahan dalam -
dokumen status kepemlhkan Bangunan Gedung; ,

2) kesesuaian ~data aktual (terakhir) dan/atau adanya

s perubahan dalam dokumen status kepemlhkan tanah; dan.

3) kesesuaian data aktual (terakh1r) dan/ atau adanyaﬂ._ -

perubahan data dalam dokumen IMB.

6 )Persyaratan teknls sebagalmana d1maksud pada ayat (1) adalah

sebagai berikut:
- a.'Pada proses pertama kah SLF Bangunan Gedung

1) kesesuaian data - aktual dengan data dalam dokumen G

pelaksanaan konstruksi . termasuk as built drawings,

pedoman ‘pengoperasian dan: pemehharaan/ perawatan.

“Bangunan. Gedung, : peralatan serta perlengkapan '
mekamkal dan elektrlkal dan dokumen 1katan kerja

2) pengujlan lapangan (on szte) dan/ atau laboratorlum untuk
- aspek  keselamatan, = kesehatan, -kenyamanan dan
" kemudahan pada struktur, peralatan dan’ perlengkapan_‘
Bangunan Gedung serta prasarana pada komponen

konstruksi atau peralatan yang memerlukan data teknis - e

~akurat sesuai . dengan Pedoman . Teknis dan tata cara
‘ pemer1ksaan kelalkan fung81 Bangunan Gedung.

b Pada proses perpanJangan SLF Bangunan Gedung

)kesesualan data aktual dengan data dalam dokumen hasil

: Pemeriksaan Berkala, laporan  pengujian  struktur,

t,'#;:}\peralatan dan - perlengkapan - Bangunan = Gedung serta

prasarana Bangunan Gedung, laporan hasil perbaikan
~ dan/atau- penggantlan pada kegiatan perawatan, termasuk

~ perubahan fungsi, intensitas, - ‘arsitektrur dan dampak =

~ lingkungan yang ditimbulkan;




2) pengujlan lapangan (on szte) dan / atau laboratorlum untuk i
aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan '
- kemudahan pada struktur, peralatan dan perlengkapan
',,Bangunan Gedung serta prasarana ‘pada struktur,
~ komponen konstruksi dan peralatan yang memerlukan
- data - teknis akurat ‘termasuk perubahan fungsi,
peruntukan ‘dan- intensitas, ar31tektur -serta dampak
lingkungan yang dltlmbulkannya sesuai dengan Pedoman
. Teknis dan tata cara pemerlksaan kelalkan fung31 B
e 'Bangunan Gedung ' B

(7 Data hasﬂ pemerlksaan sebagalmana d1maksud pada ayat (4)

- dicatat dalam - daftar simak, -disimpulkan dalam surat :

: ‘pernyataan pemerlksaan ‘kelaikan fungsi Bangunan Gedung = ..

- ‘atau rekomendasi pada pemerlksaan pertama dan Pemenksaan E
Berkala : :

Paragraf 6 .
Pendataan Bangunan Gedung

Pasal 109

(1)Perﬁér1ntah" ‘Daevrah Wa_]lb melakukan j:iehdafaan Bangunan
‘Gedung untuk keperluan tertib administrasi pembangunan dan
 tertib administrasi Pemanfaatan Bangunan Gedung.

" (2) Pendataan - Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) meliputi Bangunan Gedung baru dan  Bangunan
Gedung yang telah ada. = S

(3 Khusus pendataan Bangunan Gedung baru dilakukan
‘bersamaan dengan proses IMB, ~proses SLF dan proses’
sertifikasi kepemlhkan Bangunan Gedung

: (4) Pemermtah Daerah ~ wajib menylmpan ‘secara  tertib data Y
Bangunan Gedung sebagal ars1p Pemerintah Daerah.

- (5) Pendataan Bangunan Gedung fung31 khusus d11akukan olehjf :

Pemerlntah Daerah dengan berkoordma81 dengan Pemermtah

~ Baglan Keempat
Keglatan Pemanfaatan Bangunan Gedung

Paragraf 1
Umum

Pasal 110
. Keglatan Pemanfaatan Bangunan Gedung mehputl pemanfaatan

pemellharaan perawatan pemerlksaan secara berkala
' ;perpanjangan SLF dan pengawasan pemanfaatan
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| Pasal 11 1 i

: (1)Pemanfatan Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud dalam

- Pasal 110 merupakan kegiatan memanfaatkan Bangunan

‘Gedung sesuai dengan ' fungsi yang dltetapkan dalam IMB
- setelah pem111k memperoleh SLF. R : : ~

» (2) Pemanfaatan sebagalmana dlmaksud k’ pada- ayat (1)A

~dilaksanakan secara tertib administrasi dan tertib teknis untuk . - -
menjamin . kelaikan fungs1 “Bangunan - Gedung tanpa'

memmbulkan dampak pentlng terhadap llngkungan

~ (3)Pemilik Bangunan Gedung untuk kepentmgan umum harus
mengikuti program pertanggungan - terhadap kemungkinan
kegagalan Bangunan Gedung selama Pemanfaatan Bangunan"‘
~Gedung. : : ; :

o (4)Bangunan . Gedung m111k Pemérmtah Daerah wajibﬁ
‘ dlmanfaatkan sesua1 dengan fungsmya setelah SLF diterbitkan.

- Paragran »
Pemeliharaan— )

Pasal 112

(1)Keg1atan pemehharaan gedung sebagalmana dimaksud dalam
“Pasal 110 meliputi pembers1han perapian, pemerlksaan
'fpengujlan  perbaikan . dan/atau pengganﬁan bahan atau
-perlengkapan = Bangunan Gedung dan/ atau kegiatan sejenis

" lainnya berdasarkan pedoman pengoperas1an dan pemeliharaan. L5

Bangunan Gedung

(2) Pemilik atau Pengguna Bangunan Gedung harus melakukan'
" kegiatan pemeliharaan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
‘dan ‘dapat menggunakan penyedia Jasa pemehharaan gedung
_yang mempunyai sertifikat kompetensi yang sesuai berdasarkan
" ikatan kontrak berdasarkan peraturan: perundang-undangan

) Pelaksanaan “kegiatan _pemeliharaan oleh - penyedia Jasa

'sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan prinsip
keselamatan dan kesehatan kerJa (K3)

o (4) Hasil keglatan pemehharaan dltuangkan ke dalam laporan

pemeliharaan yang: dlgunakan sebaga1 pertlmbangan penetapan
perpanjangan SLF.

Paragraf 3
Perawatan

Pasal 1 13

(l)Keglatan perawatan Bangunan Gedung sebagalrnana dimaksud

-~ dalam Pasal 110 meliputi perbaikan . dan/ atau penggantian

- bagian Bangunan Gedung, komponen, - bahan bangunan
“dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan rencana teknis
perawatan Bangunan Gedung
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~~1(2)Pem111k atau Pengguna Bangunan Gedung d1 dalam melakukan
- kegiatan perawatan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapat

- menggunakan penyedia ‘jasa perawatan Bangunan Gedung: *
bersertifikat dengan dasar ikatan kontrak berdasarkan -

_peraturan perundang undangan mengenai Jasa konstruksi.

:(3) Perba1kan dan/ atau” penggantlan dalam kegiatan perawatan o
‘Bangunan Gedung dengan tingkat kerusakan sedang dan berat -
~dilakukan - setelah = dokumen rencana - teknis perawatan - -

Bangunan Gedung disetujui oleh Pemerlntah Daerah.

1(4) Hasil keglatan perawatan d1tuangkan ke dalam laporan =
‘ perawatan yang akan dlgunakan sebagai salah satu dasar

pertlmbangan penetapan perpanjangan SLF.

(5) Pelaksanaan - keglatan o perawatan ‘oleh penyed1a jasa :
a sebagalmana dimaksud pada ayat (2) harus menerapkan pr1n31p
keselamatan dan kesehatan kerja (K3).: ’

Paragraf 4 i
Pemerlksaan Berkala

. Pasalll4

~‘(1)Pemer1kSaan "Berkala - Bangunan - Gedung  sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal: 110 dxlakukan untuk  seluruh atau
~ sebagian. Bangunan Gedung, komponen, bahan bangunan,
dan/atau sarana dan prasarana dalam rangka pemeliharaan:
dan perawatan yang harus dicatat dalam laporan pemeriksaan
' sebaga1 bahan untuk memperoleh perpanjangan SLF.

: (2)Pem111k atau Pengguna Bangunan Gedung di dalam melakukan
- kegiatan Pemeriksaan Berkala - sebagalmana dimaksud pada
‘ayat (1) dapat: menggunakan penyedia jasa pengkajlan teknis

Bangunan Gedung atau perorangan yang mempunya1 sertifikat -

: ‘kompeten31 yang sesuai. :

(3) ngkup layanan Pemerlksaan Berkala Bangunan Gedung ‘

. sebagaimana d1maksud pada ayat (1) meliputi: :

. a. pemeriksaan dokumen *  administrasi, pelaksanaan
“pemeliharaan dan perawatan’ Bangunan Gedung; :

'b. kegiatan pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung terhadap -

.‘.pemenuhan ; persyaratan; tekms ‘ termasuk pengupan»

- keandalan Bangunan Gedung; - ‘

o C. keglatan analisis dan evaluasi; dan

- ‘~ d. keglatan penyusunan laporan

(4)Bangunan rumah tlnggal tunggal, bangunan rumah tinggal
‘deret dan bangunan rumah’ tlnggal sementara yang tidak Laik
Fungs1 SLF-nya dlbekukan :

(5) Dalam hal belum terdapat penyedla _]asa pengkajlan teknis -
“ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengkajian teknis
dilakukan ‘oleh" pemerlntah daerah dan dapat bekerja sama -
dengan a8031a31 profe31 yang terkalt dengan bangunan gedung
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- Paragraf 5 ) o
S Perpan_]angan SLF :

Pasal 1 15

- (1)PerpanJangan SLF Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud
. dalam Pasal 110 dlberlakukan untuk -Bangunan Gedung yang
‘telah dimanfaatkan dan masa berlaku SLF-nya telah habis. i
(2)Ketentuan ‘masa . berlaku SLF sebagalmana dimaksud dalam
~ayat (1) yaitu: e ~ i
a. untuk bangunan gedung human rumah tlnggal tunggal

“sederhana dan rumah deret sederhana tidak dibatasi (t1dak_f7 e

© ada ketentuan untuk perpanjangan SLF)
b.untuk bangunan gedung hunian rumah tinggal tunggal dan

“rumah deret sampai dengan 2 (dua) lantal dltetapkan dalam; -

~ jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; -
~c.untuk bangunan ‘gedung hunian’ rumah tinggal t1dak‘

" sederhana, bangunan. gedung lainnya pada umumnya, dan

bangunan gedung tertentu dltetapkan dalam Jangka waktu 5 ‘
(hma) tahun ' ~ §

S (3) Pengurusan perpanjangan SLF Bangunan Gedung sebagalmanavl_’
©  dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 60 (enam

puluh) hari kalender 'sebelum berkhirnya masa berlaku SLF

~ dengan’ memperhatlkan ketentuan sebagalmana dimaksud pada
ayat(l) e : ~ G o

- (4) Pengurusan perpanjangan SLF dllakukan setelah pemilik/
 pengguna/pengelola ‘Bangunan = Gedung memiliki  hasil-
pemeriksaan/ kelaikan fungsi Bangunan Gedung berupa: :
a.laporan Pemeriksaan Berkala laporan pemerlksaan ‘dan

~perawatan Bangunan Gedung; '

'b. daftar simak pemerlksaan kelalkan fung51 Bangunan Gedung, He

dan - : , :
c. “dokumen surat pernyataan pemerlksaan kelalkan fung81 ’
Bangunan Gedung atau rekomendas1 ‘

() Permohonan perpanJangan SLF dla_]ukan ~oleh  pemilik/

pengguna/ pengelola Bangunan Gedung dengan d11amp1r1 -

dokumen: -

a. surat permohonan perpanJangan SLF

b ‘surat pernyataan pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan
‘ Gedung atau rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi
'Bangunan Gedung yang dltandatanganl di atas meterai yang ;

‘cukup; S : : ‘
as built drawmgs

. fotokopi IMB Bangunan Gedung atau perubahannya

fotokopi dokumen status hak atas tanah;

‘fotokopi dokumen status kepemilikan Bangunan Gedung;

. rekomendasi dari instansi teknis yang bertanggung jawab di.

bidang fungsi khusus; dan

-hL dokumen SLF Bangunan Gedung yang terakhlr :

",mir"'.o po -

7 (6) Pemerlntah Daerah menerbltkan SLF pahng lama 30 (tiga
puluh) hari setelah - dltenmanya permohonan sebagalmana
dlmaksud pada ayat (5) '
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“(7) SLF dlsampalkan ‘kepada ™ pemohon selambat—lambatnya
7 (tu_]uh) hari ker_]a se_]ak tanggal penerbltan perpanjangan SLF.:

,(8) Ketentuan leblh lanjut mengenal ‘tata cara perpan_]angan SLF
dlatur dengan Peraturan Bupat1

: Paragraf 6
Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 1 16

S Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung dllakukan oleh
~ Pemerintah Daerah:

‘a. pada saat pengajuan perpan_)angan SLF

 b.adanya laporan dari masyarakat, dan

.~ c.adanya indikasi perubahan fungsi dan/ atau Bangunan Gedung
‘ yang membahayakan hngkungan

Paragraf 7
Sank81 Adm1n1strat1f

Pasal 1 17

(1) Pem111k dan / atau Pengguna Bangunan Gedung yang melanggar
- ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Daerah ini dlkenakan
V>sank31 administratif, berupa

- a. ‘permgatan tertuhs,
: .“b‘.",‘pembatasan keglatan pembangunan

_c. ;penghentlan sementara atau tetap pada - pekerjaan
" “pelaksanaan pembangunan

d. penghentlan sementara atau tetap pada Pemanfaatan
‘Bangunan Gedung,

.-:pembekuan IMB: gedung,
fpencabutan IMB gedung,
.ipembekuan SLF Bangunan Gedung,

:r”oo‘.‘:-h‘n ,

.pencabutan SLF. ‘Bangunan Gedung, atau
permtah pembongkaran Bangunan Gedung

f(2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagalmana d1maksud

~ pada ayat (1) dapat ‘dikenai sanksi denda paling banyak 10%
(sepuluh per seratus) dar1 mlal bangunan yang sedang atau
“telah dlbangun

(3) Penyedla Jasa Konstruk31 yang melanggar ketentuan Peraturan
Daerah “dikenakan - sanksi sebaga1mana diatur dalam
peraturan perundang—undangan d1 bldang jasa konstruksi

'(4)Sank51 denda’ sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) disetor ke
rekemng kas Pemerintah Daerah

.‘V(S)Jenls pengenaan sank31 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran
yang d1lakukan setelah mendapatkan pertlmbangan TABG.

: (6)Tata cara pengenaan sanksi administratif pada tahap
pembangunan diatur lebih lanJut dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 1 18

4 (1)Pem111k Bangunan Gedung yang melaksanakan pembangunan‘
Bangunan ‘Gedungnya melanggar ketentuan dalam Pasal 13

‘ayat - (1) dikenakan sanksi - ‘penghentian sementara sampai - "

dengan d1perolehnya izin- mendlrlkan Bangunan Gedung.

: (2) Pemlhk Bangunan Gedung yang tidak memiliki izin mendirikan
’ Bangunan Gedung dlkenakan sank81 perlntah pembongkaran. -

'(3)Tata cara = ‘pengenaan  sanksi administratif pada ta_.hap.‘
' pemanfaatan dlatur leblh lanJut dalam Peraturan Bupati.

S Bag1an Keempat :
Keg1atan Pelestarlan Bangunan Gedung

Paragraf 1 -
,Peles_ta:r;an‘ T

‘Pasal '1 19 o
: (1)Pelestar1an Bangunan Gedung mehputl keglatan penetapan danr

pemanfaatan ‘perawatan dan ' pemugaran, dan keglatan ;
pengawasannya sesuai dengan kaldah pelestarlan : -

'(2) Pelestarian Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud pada =

ayat (1) dilaksanakan secara.tertib. dan menjamin kelaikan

fungsi Bangunan ‘Gedung dan hngkungannya sesuai dengan -
peraturan perundang-undangan : :

' g Paragraf 2 -
Penetapan dan Pendaftaran Bangunan Gedung
L yang Dllestarlkan ' ‘

o 'Pasal 120 ; .

(1)Bangunan Gedung dan 11ngkungannya dapat dltetapkan sebagal o
~ bangunan cagar budaya: yang d111ndung1 dan dilestarikan
- apabila telah berurnur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau
mewakili masa gaya sekurang kurangnya 50 (lima puluh) tahun,
~ ‘serta dianggap- ‘mempunyai - nilai = penting = sejarah, ilmu "
-~ pengetahuan, dan. kebudayaan ‘termasuk. nilai arsitektur dan”
- teknologinya, serta memlhkl n11a1 budaya bagi penguatan
'keprlbadlan bangsa. «

- (2) Permllk masyarakat Pemerlntah Daerah dapat mengusulkan
Bangunan Gedung dan llngkungannya yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditetapkan sebagai -
bangunan cagar budaya yang d111ndung1 dan dilestarikan.

(3) Bangunan Gedung dan 11ngkungannya sebagaimana dimaksud
- pada ayat. (1) sebelum diusulkan- penetapannya harus telah -

mendapat pertimbangan" dari tim ahli pelestarlan Bangunan

 Gedung dan. hasil dengar pendapat masyarakat dan harus -
~ mendapat per.setu_]uank(‘iarlPemlvhk Bangunan Gedung.
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(4)Bangunan Gedung yang dlusulkan untuk dltetapkan sebagai
Bangunan  Gedung - yang dilindungi dan = dilestarikan

L sebaga1mana ‘dimaksud- pada ayat (1) d11akukan sesuai dengan = i ',fi

, klasﬁikasmya yang terdiri atas:

~a. Klasifikasi =~ utama  yaitu "‘Bangunan  Gedung dan ;."

: _Ehngkungannya yang bentuk ﬁs1knya sama sekali tidak boleh
.+ diubah; , ‘ o
 b.klasifikasi madya _ yaltu. Bangunan ' Gedung dan -

- lingkungannya yang bentuk fisiknya dan eksteriornya sama b

. sekali tidak boleh ‘diubah, namun ‘tata ruang dalamnya

~ sebagian dapat diubah tanpa mengurang1 nilai perhndungan :
~:dan pelestarlannya, : R :

c. Klasifikasi pratama ya1tu - Bangunan Gedung “dan -
: :'llngkungannya ‘yang ‘bentuk ﬁ51k ashnya ‘boleh diubah

“sebagian = tanpa mengurangi ‘nilai perlindungan dan ..

. pelestariannya . serta tidak menghﬂangkan baglan utama
C'Bangunan Gedung tersebut. - S :

 (5)Pemerintah Daerah melalui- 1nstan31 terkait mencatat Bangunan :

Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan
- serta keberadaan Bangunan Gedung dlmaksud menurut
~ Klasifikasi sebagalmana dimaksud pada ayat 4). o

: (6) Keputusan penetapan Bangunan Gedung dan llngkungannyar
"~ yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dlsampalkan secara tertuhs kepada pemlhk

Paragraf 3
e Pemanfaatan Bangunan Gedung yang D1lestar1kan

Pasal 1 2 1

(1)Bangunan Gedung yang dltetapkan sebagal bangunan cagar
budaya 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) dapat
dimanfaatkan oleh = pemilik dan/atau pengguna dengan
memperhatlkan kaidah pelestarlan dan Klasifikasi Bangunan.
Gedung cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan

: ‘(2)Bangunan Gedung cagar budaya sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial,
pariwisata, pendldlkan ilmu pengetahuan. dan kebudayaan
dengan mengikuti ketentuan dalam Kklasifikasi tingkat

~perlindungan dan peles‘tarlan- ,Bangunan - -Gedung dan
hngkungannya

- (3) Bangunan Gedung cagar budaya sebaga1mana d1rnaksud pada
ayat (1) - tidak dapat dijual atau dlplndahtangankan kepada
plhak 1a1n tanpa seizin Pemermtah Daerah.

4)] Pemilik Bangunan Gedung cagar budaya Wa_]lb mehndung1
Bangunan - Gedung dan/atau lingkungannya- dari kerusakan
‘atau bahaya yang mengancam keberadaannya sesuai-dengan
k1a31ﬁkas1nya

:(5) Pemilik Bangunan "Gedung .'cagar budaya sebagalmana
‘dimaksud dalam ayat (4) berhak memperoleh insentif dari
Pemerintah Daerah.
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' ~:(6)Besarnya insentif untuk mehndungl ‘ Bangunan Gedungb |
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan
Bupat1 berdasarkan kebutuhan nyata

Pasal 122

»U«:’-(l)Pemugaran pemehharaan perawatan pemerlksaan ‘secara
~ berkala - Bangunan . Gedung cagar budaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 119 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2)Kegiatan- sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai

dengan rencana teknis pelestarlan dengan mempertimbangkan. -

keaslian bentuk tata letak, sistem struktur, penggunaan bahan
bangunan ~dan nilai-nilai yang dlkandungnya sesuai dengan

. tingkat kerusakan Bangunan ‘ Gedung dan  ketentuan. e

klas1ﬁkasmya

Bagian Keliina'
- Pembongkaran

‘ Paragréf 1 :
Umum

Pasal 123

i v(‘l)Pe’ﬂmb'origkaréri Bangunan :Gedurig‘méliputi kegiatan pehetapah

pembongkaran .dan pelaksanaan pembongkaran Bangunan
Gedung, yang dllakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah

' pembongkaran: - secara umum serta’ ‘memanfaatkan - ilmu ‘

pengetahuan dan teknolog1

‘(2) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagalmana dimaksud pada

ayat (1) harus  dilaksanakan =~ secara . tertib dan' -

: mempertlmbangkan keamanan keselamatan masyarakat dan
lingkungannya.

(3) Pembongkaran Bangunan Gedung sebagalmana dlmaksud pada ;
ayat (1) harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran
atau persetujuan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah,
kecuah Bangunan Gedung fungs1 khusus oleh Pemerlntah

i Paragraf 2 ‘
Penetapan Pembongkaran :

' Pasal 124

(1)Pefnerintah dan/atau  Pemerintah ‘Daerah mehgidentiﬁkasi

Bangunan Gedung yang  akan dltetapkan untuk dibongkar -
berdasarkan hasﬂ pemerlksaan dan/ atau laporan dari -

masyarakat.

(2)Bangunan- Gedung yang dapat d1bongkar sebagalmana ”

- dimaksud pada ayat (1) meliputi: o
“a. Bangunan Gedung yang tldak Laik Fungs1 dan tidak dapat
~diperbaiki lagi; . . '
b. Bangunan Gedung yang pemanfaatannya memmbulkan -
bahaya bagi pengguna masyarakat dan lingkungannya;
C. Bangunan Gedung yang udak mem111k1 IMB; dan/atau
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d Bangunan Gedung yang pem111knya menglngmkan tampllan = .

- baru.

' (3) Pernerlntah ‘Daerah. menyampalkaﬁ _hasil = identifikasi e
‘sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik/Pengguna

Bangunan Gedung yang akan dltetapkan untuk d1bongkar

’(4)Berdasarkan has1l 1dent1ﬁka31 sebagalmana dlmaksud pada

- ayat (3), pem111k/ pengguna/ pengelola Bangunan Gedung wajib
‘melakukan pengkajian teknis dan menyampalkan hasilnya
kepada Pemermtah Daerah :

V(S)Apablla has1l pengkajlan tersebut sesuai dengan ketentuan
.- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah
menetapkan Bangunan Gedung tersebut untuk dibongkar
~dengan surat penetapan pembongkaran atau surat pesetujuan
 pembongkaran dari bupati; yang memuat batas waktu dan
- prosedur pembongkaran serta sank31 atas pelanggaran yang

,';terJadl ‘ CORT : ;

(6)Dalam hal pem111k/ pengguna/pengelola Bangunan Gedung{
~ tidak melaksanakan -perintah - pembongkaran sebagaimana

- dimaksud pada ayat (5), pembongkaran akan dilakukan oleh

" Pemerintah - Daerah -~ atas beban - ‘biaya
pemlhk/pengguna/pengelola Bangunan Gedung, kecuali bagi
pemilik bangunan rumah tinggal yang tidak mampu, blaya
o j‘pembongkarannya menjad1 beban Pemerlntah Daerah o

Paragraf 3 :
Rencana Tekms Pembongkaran

. Pasal 125*

kv(l)Pembongkaran Bangunan Gedung yang pelaksanaannya dapat o

menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan
“lingkungan  harus dilaksanakan berdasarkan rencana ‘teknis
pembongkaran yang disusun oleh penyedia jasa Perencanaan
~Teknis yang memlllkl sertifikat keahhan yang sesuai.

. (2) Rencana teknls pembongkaran sebagalmana dimaksud pada.
‘ayat - (1) harus - disetujui: oleh  Pemerintah. Daerah, ‘setelah
mendapat pertlmbangan dar1 TABG. :

’(3) Dalam hal pelaksanaan pembongkaran berdampak luas
terhadap keselamatan umum dan lingkungan, pemilik dan/atau
- “Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi ‘dan pemberitahuan .
tertulis kepada masyarakat di sekitar Bangunan Gedung,
: _sebelum pelaksanaan pembongkaran i : '

(4) Pelaksanaan pembongkaran meng1kut1 ‘ prinsip-pri_nsip_ :
kesclamatan dan Vkesehatan‘,‘kerja (K3). ‘ SR
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Paragraf 4
Pelaksanaan Pembongkaran

Pasal 126 :

| . (1)Pembongkaran Bangunan Gedung dapat dllakukan oleh pemilik

- dan/ atau Pengguna ‘Bangunan Gedung atau menggunakan

penyedia: jasa pembongkaran Bangunan Gedung yang memiliki -
sertifikat keahhan yang sesuai. . v

(2 Pembongkaran ‘Bangunan Gedung ‘yang. rnénggunakan“f e

peralatan berat dan/ atau bahan peledak harus dilaksanakan
oleh penyedla jasa pembongkaran Bangunan Gedung yang '
mempunyal sertlﬁkat keahhan yang sesuai.

'(3) Pemlhk dan/ atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak
melaksanakan pembongkaran dalam batas waktu yang
ditetapkan dalam surat perintah pembongkaran pelaksanaan

~ pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban
‘blaya pemlhk dan / atau Pengguna Bangunan Gedung o

L ‘Paragraf 5. . ‘
" Pengawasan Pembongkaran Bangunan Gedung

Pasal 127
B ‘(l)Pengawasan pembongkaran Bangunan Gedung tidak sederhana
~dilakukan - oleh  penyedia Jasa pengawasan ‘'yang memiliki

sertlﬁkat keahhan yang sesual

- (2)Pembongkaran Bangunan : Gedungg tidak sederhana

“sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan -

rencana _teknis  yang telah memperoleh persetu_]uan dar1 ‘
Pemermtah Daerah : . , ,

‘f(3) Has1l pengawasan , pembongkaran Bangunan - Gedung

sebagaimana ~ dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada -

Pemerlntah Daerah

L (@) Peinerintah' Daerah ‘melakukan pefnantauan atas pelaksanaan
kesesuaian ' laporan pelaksanaan pembongkaran dengan
rencana teknls pembongkaran , : '

Baglan Keenam

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pascabencana

Paragraf 1 : ‘
Penanggulangan Darurat _

Pasal 128

b' k'(l)Penanggulangan darurat merupakan tlndakan yang dllakukan

untuk mengata31 sementara waktu aklbat yang dltlmbulkan
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oleh bencana ‘alam " yang menyebabkan rusaknya Bangunani ‘
Gedung yang menJadl hunlan atau tempat berakt1v1tas

B (2)Penanggu1angan darurat sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1)

‘dilakukan oleh - Pemerintah, Pemermtah Daerah dan/atau :
kelompok masyarakat IR P : ‘ '

‘(3) Penanggulangan darurat sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah : terjadinya bencana alam sesuai dengan
~skalanya yang mengancam keselarnatan Bangunan Gedung dan
penghunmya - : ,

(4) Skala bencana alam sebagalmana dlmaksud pada ayat (3), :
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam setlap tlngkatan ,
‘ pernerlntahan yaitu: - '
- a:Presiden untuk bencana alam dengan skala nasmnal
b Gubernur untuk bencana alam dengan skala pI‘OVll’lSl ’

c. Bupat1 untuk bencana alam skala kabupaten v

‘(5) D1 dalam menetapkan skala bencana alam sebagalmana: ;
. dimaksud ‘pada -ayat (4) berpedoman . pada - peraturan -
perundang undangan terkalt : L

Paragraf 2 ‘ i
Bangunan Gedung Umum Sebaga1 i
Tempat Penampungan ‘

Pasal 129

S | l)Pemerlntah atau Pemermtah Daerah waJ1b melakukan upaya :
: penanggulangan darurat berupa penyelamatan dan penyedlaan‘ :
penampungan sementara _ o : .

(2 )Penampungan sementara pengung51 sebagalmana dimaksud-

pada ayat (1) dilakukan pada lokasi yang aman dari ancaman
‘bencana - dalam bentuk : tempat tinggal sementara selama
‘korban: bencana mengung31 berupa tempat penampungan 2
massal penampungan keluarga atau individual. ‘

’\'>,~,.(3)Bangunan sementara sebagalmana dimaksud pada ayat (2)'

~dilengkapi- dengan fasilitas penyed1aan air bers1h dan fasilitas
san1tas1 yang memada1 e : : :

4 Penyelenggaraan bangunan : pehampu‘ngan sebagaimana
dimaksud pada ayat- (2)- dltetapkan dalam - Peraturan Bupati
berdasarkan - persyaratan teknis ' sesuai -. dengan lokasi:
bencananya SE : Lo ‘ e

e Bag1an Ketu_]uh
S ,f Rehab1l1ta31 Pascabencana

' Pasal 130

,A(l)Bangunan Gedung yang rusak aklbat bencana dapat d1perba1k1
atau dibongkar sesual dengan tlngkat kerusakannya o

3 - (2)Bangunan Gedung yang rusak tingkat sedang dan masih dapat"
- - diperbaiki, dapat dilakukan ' rehabilitasi - sesuai dengan

ketentuan yang dltetapkan oleh Pemermtah Daerah
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(3) Rehablllta31 Bangunan Gedung yang berfung31 sebaga1 human
‘rumah tinggal pascabencana berbentuk pemberlan bantuan
perbalkan rumah masyarakat L ‘

“ '(4)Bantuan perbalkan rumah masyarakat sebagaimana dlmaksud
pada ayat (3) mehputl dana peralatan materlal dan sumber'
~daya’ manu31a : ~ 2

(5) Persyaratan tekms rehab111ta81 Bangunan Gedung yang rusak -
- disesuaikan dengan karakteristik bencana yang mungkin terjadi
" di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan standar
“konstruksi bangunan kondls1 s031al adat 1st1adat budaya dan
ekonoml « 2 : : :

(6) Pelaksanaan pemberlan bantuan perbalkan rumah masyarakat
sebagalmana dimaksud .pada ayat (5) dilakukan melalui

blmblngan teknis dan bantuan teknls oleh 1nstan31/1embaga :‘

~ terkait.

. (7) Tata cara dan persyaratan rehablllta31 Bangunan Gedung
' pascabencana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupat1 i

‘(8) Dalam melaksanakan rehabilitasi Bangunan ‘Gedung hunian

sebagalmana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah . -

‘memberikan kemudahan kepada Pemlhk Bangunan Gedung
~.yang.akan direhabilitasi berupa:
: _a..Pengurangan atau pembebasan blaya IMB atau .
*'‘b. Pemberian - desam prototlp yang sesuai dengan karakter
R bencana atau ' ;
- c Pemberlan bantuan konsultan31 _ penyelenggaraan
 rekonstruksi Bangunan Gedung, atau - e
o d.fPemberlan kemudahan kepada permohonan SLF

e. Bantuan lalnnya

(9) Untuk - mempercepat pelaksanaan rehabilitasi Bangunan
” Gedung hunian sebagaimana  dimaksud’ pada ayat (3) bupati
. -dapat menyerahkan kewenangan penerbitan  IMB kepada
jpe-]abat pemerlntahan di tlngkat paling bawah.

(10) Rehab111ta51 rumah hunian: sebaga1mana dimaksud pada ayat (2)

- “dilaksanakan ‘melalui proses Peran Masyarakat di lokasi

- bencana, dengan - d1fa31hta31 ; oleh Pemermtah dan/ atau
Pemerlntah Daerah.:

(11) Tata cara penerbltan IMB Bangunan Gedung human rumah
- tinggal pada tahap rehabilitasi pascabencana dilakukan dengan
menglkutl ketentuan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 89.

(12) ‘Tata cara penerbltan SLF ‘Bangunan Gedung ‘hunian rumah
' - tinggal pada tahap rehablhta31 pascabencana, dilakukan dengan
' meng1kut1 ketentuan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 108.

Pasal 131
Rumah t1ngga1 yang mengalam1 kerusakan aklbat bencana dapat

~dilakukan rehabilitasi dengan menggunakan konstruksi Bangunan
' Gedung yang sesual dengan karaktenstlk bencana
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"BABV
- TABG -
S Ba'gika'n Kesatu -
Pembentukan TABG
Pasal 132 P i

(1)TABG d1bentuk dan dltetapkan oleh bupatl

~ (2)TABG sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) harus sudah

d1tetapkan oleh bupatl selambat-lambatnya 6 (enam) bulan
setelah Peraturan Daerah ini dlnyatakan berlaku :

: | Pasal 133 , .

(1) Susunan keanggotaan TABG terd1r1 dar1

a. Pengarah : Al '
‘ b Ketua;

"~ c. Wakil Ketua |

d Sekretarls
el Anggota :

(2) Keanggotaan TABG dapat terd1r1 dar1 unsur-unsur =
 a asosiasi profem o

b. rnasyarakat ahli di luar d1s1p11n Bangunan Gedung termasuk
ey masyarakat adat

<. perguruan tinggi;
fd ‘instansi Pemerlntah Daerah

(3) Keterwakllan unsur-unsur asosiasi profem perguruan t1ngg1
dan masyarakat ahli- ‘termasuk . masyarakat adat, minimum
~sama dengan keterwakllan unsur-unsur instansi Pemerintah
~Daerah. :

' (4) Keanggotaan TABG tldak bers1fat tetap
(5) Setlap unsur d1wak111 oleh 1 (satu) orang sebagal anggota

(6) Nama-nama' anggota TABG diusulkan oleh asosiasi profes1
perguruan’ tinggi- dan masyarakat ahli termasuk masyarakat
adat yang d131mpar1 dalam bas1s data daftar anggota TABG

Baglan Kedua
Tugas dan Fung51

f‘ Pasa1134

’ (1) TABG mempunya1 tugas

a. Memberlkan Pertimbangan Teknis: berupa nasehat, pendapat,
~dan. pertlmbangan profesmnal pada .pengesahan rencana
i teknls Bangunan Gedung untuk kepentmgan umum.

B ‘Memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan
. tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait.



(2)Da1am melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud pada ayat' :
(1) huruf a, TABG mempunyal fungsi: '

a. Pengkajlan dokumen rencana teknls yang telah dlsetujul oleh' o

instansi’ yang berwenang,

‘ b Pengka_]lan ‘dokumen rencana teknls berdasarkan ketentuanu_;‘
~tentang persyaratan tata bangunan. -

. C. Pengkajlan dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan -
k tentang. persyaratan keandalan Bangunan Gedung. ‘

k(3) Disamping tugas pokok sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) L
TABG dapat membantu : S S

, a Pembuatan acuan dan pemlalan
b Penyelesalan masalah

c. Penyempurnaan peraturan pedoman dan. standar

; . , Pasal 135 :
o (1) Masa kerja TABG d1tetapkan 1. (satu) tahun anggaran. .
(2) Masa ker_]a TABG dapat dlperpan_]ang sebanyak-banyaknya
2 (dua) ka11 masa kerja sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1)

: Baglan Ketlga
Pemb1ayaan TABG
Pasal 136

B b‘»(l)Blaya pengelolaan database dan operasmnal anggota TABG»*‘
dibebankan pada APBD Pemerlntah Daerah. -

(2)Pemb1ayaan sebagalmana d1maksud pada ayat (1) dllaksanakan i :

sesuai peraturan perundang undangan

- (3)Ketentuan lebih 1an_]ut ‘mengenai pemb1ayaan sebagaimana -
dlmaksud pada ayat (2) d1atur dengan Peraturan Bupati.

’ S BAB VI L :
g PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN
R BANGUNAN GEDUNG

v Paragraf 1 : o
Llngkup Peran Masyarakat

Pasal 137 o

Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung
dapat terd1r1 atas:

a. pemantauan dan penjagaan ketertlban penyelenggaraan
‘Bangunan Gedung; = : :

b. pemberian masukan kepada Pemermtah dan/ atau Pemerintah
Daerah dalam = penyempurnaan peraturan pedoman dan

- - Standar Teknis di bidang Bangunan Gedung,

“',c.penyampalan ‘pendapat dan’ pertlmbangan kepada instansi.
. yang berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis
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bangunan tertentu dan keglatan penyelenggaraan Bangunan‘
Gedung yang menlmbulkan dampak pentlng terhadap
llngkungan ~ S :

d. pengaJuan Gugatan Perwakllan terhadap Bangunan Gedung
. yang: mengganggu, merugikan dan/ atau membahayakan
- kepentingan umum;‘ SERNE TRERIE R A SRR

Pasal 138

(l)Obyek pemantauan dan’ pen_]agaan ketertlban penyelenggaraan
~ Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137
- huruf a meliputi kegiatan pembangunan, kegiatan pemanfaatan
* kegiatan pelestarian termasuk perawatan dan/ atau pemugaran
~ Bangunan' Gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan

‘dilestarikan dan/ atau keglatan pembongkaran Bangunan _

' Gedung . : S -

(2)Pemantauan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) harus '
‘ memenuh1 persyaratan :

o a dllakukan secara obJektlf

b, d1lakukan dengan penuh tanggung _]awab

e, dilakukan dengan tidak menimbulkan gangguan kepada S

- ‘pemilik/ Pengguna Bangunan Gedung,' masyarakat dan
-~ _,hngkungan ‘

5 d.‘;dllakukan dengan tldak memmbulkan keruglan kepada‘
- pemilik/ Pengguna Bangunan Gedung, _ masyarakat dan
- llngkungan , A i

(3) Pemantauan sebaga1mana d1maksud pada ayat (1) dapat
dilakukan = oleh perorangan, ' kelompok, atau orgamsa31
' kemasyarakatan melalui kegiatan pengamatan, penyampa1an |
masukan usulan dan pengaduan terhadap ,

' a. Bangunan Gedung yang d1tengara1 tidak Lalk Fung31

’b.Bangunan Gedung yang- pembangunan pemanfaatan
 pelestarian - dan/atau pembongkarannya berpotensi
-« menimbulkan tingkat gangguan ‘bagi pengguna dan/ atau
o masyarakat dan 11ngkungannya

" c.Bangunan ~Gedung yang pembangunan pemanfaatan,
- pelestarian dan/atau  pembongkarannya berpotensi
menimbulkan tingkat * bahaya tertentu bagl pengguna
dan/atau masyarakat dan llngkungannya :

d.Bangunan ‘Gedung yang ditengarai melanggar ketentuan
' per1zman dan loka31 Bangunan Gedung

(4)Hasﬂ - pantauan sebagalmana _dimaksud pada ayat (3) :
] dilaporkan secara tertulis kepada Pemerlntah Daerah secara
- langsung atau melalul TABG

(5) Pemerltah daerah Wa_]lb menanggap1 dan rnemndaklanjutl

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan
 melakukan penelitian dan evaluasi secara administratif dan
= secara teknis melalui pemerlksaan lapangan dan melakukan
“tindakan yang dlperlukan serta menyampalkan hasilnya kepada
. ’pelapor i
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“Pasal 139

i;(l)PenJagaan ketertlban penyelenggaraan Bangunan Gedung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a dapat -
- dilakukan oleh masyarakat melalui: i

o a. pencegahan perbuatan N perorangan atau kelompok‘;_i"‘_;

masyarakat yang dapat . mengurang1 tingkat keandalan -
Bangunan Gedung, »' : : .

b. po;:ncegahan perbuatan | perseorangan : atau - 'kelornpok
masyarakat yang - dapat menggangu penyelenggaraan -
Bangunan Gedung dan 11ngkungannya

"\-(2)Terhadap perbuatan sebagalmana dimaksud pada ayat (1);."‘

masyarakat dapat melaporkan secara hsan dan/ atau tertulis :

o kepada

o a. Pemerlntah Daerah me1a1u1 1nstan81 yang menyelenggarakan =

. urusan pemerlntahan di bldang keamanan dan ketertlban i

o serta

b plhak pem111k pengguna atau pengelola Bangunan Gedung

""{(3) Pemeritah daerah Wajlb menanggap1 ‘dan menlndaklanjutl =

laporan - sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dengan
melakukan penelitian dan evaluasi secara administratif dan

- secara teknis melalui pemeriksaan lapangan: dan melakukan

; tindakan yang dlperlukan serta menyampalkan hasilnya kepada“
i -Apelapor : =
' L Pasal 140

(1)Obyek pemberlan masukan atas penyelenggaraan Bangunan

‘Gedung sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 137 huruf b ‘

‘meliputi  masukan  terhadap - penyusunan dan/atau -
 penyempurnaan peraturan, pedoman dan Standar Teknis di -

~ bidang Bangunan Gedung yang dlsusun oleh Pemermtahf_;

‘Daerah

(2) Pemberlan masukan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
‘dapat. dilakukan ‘dengan menyampa1kannya secara tertulis oleh
‘ masyarakat : . _

-(3) Masukan masyarakat sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)

- dljadlkan bahan’ pertlmbangan bagi Pemerintah Daerah dalam =~

menyusun _dan/ atau menyempurnakan peraturan pedoman
dan Standar Tekms di bldang Bangunan Gedung 3

Pasal 1 4 1

'(l)Penyampalan pendapat dan pertlmbangan kepada 1nstan31 yang o
~berwenang terhadap penyusunan - RTBL, rencana - teknis

: bangunan tertentu 'dan kegiatan penyelenggaraan Bangunan

~ Gedung yang “menimbulkan  dampak penting terhadap
lingkungan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 137 huruf ¢

_“bertujuan = untuk mendorong masyarakat agar merasa -

- berkepentingan ~dan - bertanggungjawab = dalam penataan
' Bangunan Gedung dan llngkungannya

’.;‘.\'(2)Penyampa1an pendapat dan pertlmbangan sebagalmana :
d1maksud pada ayat (1) dapat dllakukan oleh masyarakat :
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: (3) Pendapat dan pertlmbangan masyarakat untuk RTBL yang'
. lingkungannya berdiri Bangunan Gedung Tertentu dan/atau
terdapat keglatan ‘Bangunan Gedung yang menimbulkan
dampak - penting  terhadap - lingkungan dapat disampaikan
- -melalui - TABG atau dibahas dalam: forum dengar -pendapat
. masyarakat’ yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali
untuk Bangunan Gedung fungs1 Kkhusus difasilitasi oleh
Pemerlntah me1a1u1 koordma31 dengan Pemerlntah Daerah

' ",_(4) Hasil dengar pendapat dengan masyarakat dapat duadlkan |

pertimbangan dalam . proses penetapan rencana  teknis oleh
Pemerintah atau Pemerlntah Daerah o

: Paragraf 2
Forum Dengar Pendapat
.;; Pasa1142

(l)Forurn dengar pendapat dlselenggarakan untuk memperoleh ,
pendapat dan pertlmbangan masyarakat - atas penyusunan -

- RTBL, rencana tekn1s Bangunan Gedung Tertentu atau kegiatan s

penyelenggaraan yang memmbulkan dampak penting terhadap = :
llngkungan L . -

: (2)Tata cara penyelenggaraan forum dengar pendapat masyarakat
. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan’ dengan terleblh
dahulu melakukan tahapan keglatan yaltu e

a. penyusunan , konsep 'RTBL  atau réno’ana kegiatan
penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menlmbulkan E
dampak penting bag1 hngkungan L -

g b penyebarluasan konsep atau rencana sebagalmana dlmaksud
‘pada huruf ‘a kepada masyarakat khususnya masyarakat
yang ‘berkepentingan dengan RTBL dan Bangunan Gedung
yang akan memmbulkan dampak pentlng bagl lingkungan;

c. mengundang masyarakat sebagalmana dimaksud pada huruf
b untuk menghadm forum dengar pendapat. :

1 (3) Masyarakat yang dlundang sebagalmana dimaksud
pada ayat (2) huruf c adalah masyarakat yang berkepentingan
dengan RTBL, rencana tekn1s Bangunan Gedung Tertentu dan
penyelenggaraan Bangunan Gedung yang akan menimbulkan
dampak pentmg bagi hngkungan

; (4)Has1l dengar pendapat sebagalmana dlmaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam dokumen risalah rapat yang ditandatangani
oleh penyelenggara dan wak11 dari peserta yang diundang.

. ~7'(5)Dokumen sebagalmana dlmaksud pada ayat (4) berisi’ s1mpulan
' dan keputusan yang: menglkat dan. harus dllaksanakan oleh
Penyelenggara Bangunan ‘Gedung. :

(6) Tata ‘cara penyelenggaraan forum ‘ dengar pendapat
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dlatur leblh lanjut dengan
Peraturan Bupatl S ST : ~
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- Paragraf 3 o
i Gugatan Perwakllan

Pasal 143 ,' e

: (1)Gugatan Perwakllan _terhadap penyelenggaraan Bangunan
. Gedung sebagalmana dimaksud dalam Pasal 137 huruf d dapat
- diajukan - ke - pengadllan - apabila. ‘hasil penyelenggaraan
~ Bangunan Gedung - telah ' menimbulkan' dampak yang
‘mengganggu - atau merugikan masyarakat dan lingkungannya
“yang tidak. dlperklrakan pada ‘saat perencanaan pelaksanaan :
~dan /atau pemantauan i :

»(2) Gugatan Perwakilan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan- oleh perseorangan atau kelompok masyarakat atau
“organisasi kemasyarakatan yang bertindak sebagai wakil para

- pihak yang dirugikan: akibat dari penyelenggaraan Bangunan.

: ~  Gedung yang mengganggu, meruglkan atau membahayakan =
kepentlngan umum. : : : :

(3) Gugatan ‘Perwakilan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)

~disampaikan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan A

hukum acara Gugatan Perwakilan. -

) (4) Blaya yang timbul aklbat dllakukan Gugatan Perwakllan"
 sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) dlbebankan kepada pihak
pemohon gugatan 5

(5) Dalam hal tertentu Pemerlntah Daerah dapat membantu‘
 pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan
-menyediakan anggarannya di dalam APBD.

 Paragraf4
,Behtuk ‘P‘eraibn Masya‘rékatkdalar"h' Tahap Rencané Pembangunan -
: :‘Pasal'. 144  ‘,'f:'f"l“

Peran Masyarakat dalam tahap rencana pembangunan Bangunan
Gedung dapat dllakukan dalam bentuk

a. penyampaian keberatan terhadap rencana pembangunan
" Bangunan- Gedung yang -tidak sesuai dengan RTRW, RDTR,
. Peraturan Zona31 dan/atau RTBL; =

.b.’pemberlan masukan kepadav Pemermtah Daerah dalam
" rencana pembangunan Bangunan Gedung; ~
~ c. pemberian  masukan kepada = Pemerlntah Daerah untuk
melaksanakan pertemuan konsultasi dengan masyarakat
~.Mtentang rencana pembangunan Bangunan Gedung

Paragraf 5

7 Bentukr Pc;fan -Mésya’fakat dalam»Proses Pélaksahaan anstri;ksi
SR Pasal 145 | | ‘ ‘

Peran Masya;'akat dalam pelakéanaan konstruks1 Bangunan

- Gedung dapat dilakukan dalam bentuk:
oA men_]aga ketertlban dalam keglatan pembangunan




73

b. mencegah perbuatan perseorangan atau kelompok yang dapat
mengurangi tlngkat keandalan Bangunan Gedung dan/atau
mengganggu: penyelenggaraan Bangunan Gedung dan
llngkungan

\\c.;melaporkan kepada 1nstans1 yang berwenang atau kepada
- pihak yang - berkepentingan ‘atas perbuatan sebagaimana
* dimaksud pada huruf b;

o melaporkan kepada 1nstans1 yang berwenang tentang aspek
~ teknis pembangunan Bangunan Gedung yang membahayakan
- kepentingan umum,;
“e. melakukan gugatan ganti rugi kepada Penyelenggara Bangunan
Gedung atas kerugian yang dlderlta masyarakat akibat dari -
penyelenggaraan Bangunan Gedung

Paragraf 6
Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung

Pasal 146

: vfyPeran Masyarakat dalam Pemanfaatan Bangunan Gedung dapat
dllakukan dalam bentuk:

'-a. menjaga ketertlban dalam keglatan Pemanfaatan Bangunan
- Gedung;

b. mencegah perbuatan perorangan atau kelompok yvang dapat
' mengganggu Pemanfaatan Bangunan Gedung,

C. melaporkan kepada 1nstans1 yang berwenang atau kepada
pihak yang berkepentlngan atas peny1rnpangan Pemanfaatan
Bangunan Gedung,

d. melaporkan kepada 1nstans1 yang berwenang tentang aspek

" teknis. Pemanfaatan Bangunan Gedung yang membahayakan

- kepentingan umum;

‘e. melakukan: gugatan gant1 rug1 kepada Penyelenggara Bangunan
Gedung atas ‘kerugian  yang diderita masyarakat akibat ‘dari
penylmpangan Pemanfaatan Bangunan Gedung

Paragraf 7
Bentuk Peran Masyarakat dalam Pelestarlan Bangunan Gedung

Pasal : 147

- -Peran Masyarakat dalam pelestarlan Bangunan Gedung dapat
T d11akukan dalam bentuk

a. memberlkan informasi- kepada 1nstan31 yang berwenang atau
- Permhk Bangunan Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung
. yang tidak terpelihara, yang dapat mengancam keselamatan

. masyarakat dan yang memerlukan pemehharaan

b, memberikan 1nforma31 kepada instansi yang berwenang atau
 Pemilik Bangunan Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung
‘bersejarah yang - kurang - terpelihara’ dan terancam

- kelestariannya;
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memberikdﬁ informasi kepada instarisi"yang berwenang ata'u’v?’ ;
' Pemilik Bangunan Gedung tentang kondisi Bangunan Gedung -

“yang kurang terpelihara dan mengancam keselamatan
masyarakat dan hngkungannya

d melakukan gugatan gantl ruglb kekp"ada IPémlllk’ Bangunan-

" Gedung atas kerugian yang diderita masyarakat akibat dari - S

: kelalalan pemlhk di dalam melestarlkan Bangunan Gedung.-

Paragraf 8 -

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pembongkaran

Bangunan Gedung

v Pasa141’48

";dllakukan dalam bentuk

A

rencana pembongkaran Bangunan Gedung yang masuk dalam
kategori cagar budaya :

.,menga_]ukan keberatan kepada instansi- yang berwenang atau -

- Pemilik Bangunan Gedung atas metode pembongkaran yang

~mengancam keselamatan atau kesehatan masyarakat dan

hngkungannya

. melakukan gugatan gantl rugi kepada instansi yang berwenang B
-atau Pemilik Bangunan Gedung atas kerugian yang diderita

masyarakat dan  lingkungannya akibat yang timbul dar1

Vpelaksanaan pembongkaran Bangunan Gedung;

. melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembongkaran;';'
- Bangunan Gedung. R ,
Paragraf 9
T1ndak Lan_]ut
e Pasal 149

- Instansi yang 'berw_enang wa_]lb menanggapi keluhan masyarakat
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146,
Pasal 147, dan" ‘Pasal 148 dengan melakukan kegiatan tindak = ‘
lanjut baik secara teknls ‘maupun secara administratif untuk =
" dilakukan tindakan yang. dlperlukan sesuai dengan ketentuan -

- peraturan perundang-undangan terkalt V : ~

_ PEMBINAAN

' Bagian Kesatu
Umum

‘ Pasal 150

‘,‘(1)Pemer1ntah Daerah melakukan Pemblnaan Penyelenggaraan

-Bangunan Gedung melalui keglatan pengaturan pemberdayaan
dan pengawasan . :

~ Peran Masyarakat dalam pembongkaran Bangunan Gedung dapat :

‘menga_]ukan keberatan kepada 1nstan31 yang berwenang atas N
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(2)Pemb1naan sebagalmana d1maksud pada ayat (1) bertujuan agar
- penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat berlangsung tertib
dan tercapai keandalan Bangunan Gedung yang sesuai dengan
fungsmya serta terquudnya kepastlan hukum

~ ‘(3) Pemblnaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) d1tuJukan
kepada Penyelenggara Bangunan Gedung :

Baglan Kedua s
Pengaturan

Pasal 15 1

(1)Pengaturan sebagalmana d1maksud dalam Pasal 150 ayat (1)
- dituangkan ke dalam peraturan daerah ‘atau Peraturan Bupati
 sebagai kebljakan Pemerlntah Daerah dalam penyelenggaraan
~ Bangunan Gedung ~ o

‘(2) Kebl_]akan sebagalmana d1maksud pada ayat (1) 'da'péit :
dituangkan - ke dalam Pedoman Teknis, Standar Tekms
Bangunan Gedung dan tata cara operaswnahsasmya '

(3) Didalam’ penyusunan kebgakan sebagalmana dlmakSUd‘ ’

~pada  ayat (1) harus mempertimbangkan RTRW, RDTR,

- Peraturan . Zonasi- _.dan/‘atau -~ RTBL - serta dengan

' mempertimbangkan ' pendapat tenaga ahli  di- ‘bidang
penyelenggaraan Bangunan Gedung.

(4) Pemerintah Daerah menyebarluaskan kebljakan sebagalmanav -
- dimaksud pada ayat (2) kepada Penyelenggara Bangunan o
Gedung - : S o :

Bagian K‘e'gig‘faf S
; ,‘Pemberdayaan

Pasal 152

:(l)Pemberdayaan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 150 ayat (1)
- dilakukan oleh Pemerlntah Daerah kepada Penyelenggara
Bangunan Gedung

(2) Pemberdayaan sebagalmana d1maksud pada ayat (1) dllakukan
- melalui penmgkatan profesionalitas  Penyelenggara Bangunan
~ Gedung dengan penyadaran akan hak dan kewajiban dan peran
dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung terutama d1 daerah

~ rawan bencana.

‘7.(3) Pemberdayaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dllakukan
~ melalui pendataan, sosialisasi, penyebarluasan dan pelatlhan d1
b1dang penyelenggaraan Bangunan Gedung

Pasal 153

(1) Pemberdayaan terhadap masyarakat yang - belum mampu
memenuhl persyaratan tekms Bangunan Gedung ‘dilakukan
bersama—sama dengan ; masyarakat yang “terkait dengan
Bangunan Gedung melalul
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a. forum dengar pendapat dengan masyarakat

b pendampmgan pada saat penyelenggaraan Bangunanlr
Gedung dalam bentuk keglatan penyuluhan, bimbingan
- teknis, pelatlhan dan pemberlan tenaga tekms pendampmg,

c. pemberlan bantuan percontohan “rumah tinggal yang j/"
~memenuhi persyaratan teknis dalam bentuk pemberian

*‘stimulan bahan bangunan yang dikelola masyarakat secara ‘. e

; bergulir; dan / atau

”d».vbantuan penataan bangunan dan llngkungan yang serasr,'v*

‘dalam bentuk penyiapan RTBL serta penyedlaan prasarana '
: ‘dan sarana dasar permuklman :
o (2) Bentuk dan tata cara ‘pelaksanaan forum dengar pendapat‘

dengan masyarakat sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) diatur -

leblh lanJut dalam Peraturan Bupatl

Baglan Keempat
oy PengawaSan ;

Pasal 154

" (1)Pemerintah Daerah melakukan pehgaWasari ~ terhadap
pelaksanaan Peraturan ‘Daerah  ini melalui mekanisme
penerbitan IMB -SLF, ‘dan surat persetujuan dan penetapan i

pembongkaran Bangunan Gedung

B (2)Dalam pengawasan pelaksanaan’ peratﬁran ‘perundang-‘_‘-

undangan : di' bidang penyelenggaraan Bangunan Gedung,
Pemerintah Daerah dapat mehbatkan Peran Masyarakat:

a. dengan  mengikuti mékanismc y'ang*‘ ‘dirtetapkan oleh
Pemerlntah Daerah; e ‘ '

b pada setlap tahapan penyelenggaraan Bangunan Gedung, R

c. dengan mengembangkan sistem pemberian penghargaan:
‘berupa tanda jasa dan/ atau 1nsent1f untuk memngkatkan
Peran Masyarakat R oo :

S BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 155

: (1)Peny1d1kan terhadap ‘suatu kasus dilaksanakari setelah
diketahui terjadi suatu perlstlwa yang diduga merupakan tindak

" pidana bidang- penyelenggaraan bangunan gedung berdasarkan' :
laporan ke_]adlan B _

| (2)Peny1d1kan dugaan t1ndak pldana bldang penyelenggaraan

- bangunan -gedung sebagalmana dimaksud pada ayat (1), o

dilakukan oleh  penyidik umum sesual ketentuan peraturan
perundang undangan ' S , : ,



. BAB X ‘
KETENTUAN PIDANA
Baglan Kesatu
Faktor Kesengajaan yang Tidak Mengaklbatkan :
g : Keruglan Orang La1n ¥

Pasal 156 ,7

~ Setlap pemlhk'dan/ atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak

" “memenuhi ketentuan = dalam .Pasal 10 "ayat (1) yang tidak "
mengakibatkan keruglan orang lain . dlancam ‘dengan pidana -

- kurungan pahng lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak ; |

Rp 50. OOO 000, OO (11ma puluh _]uta ruplah)

Baglan Kedua :
Faktor Kesenga_]aan yang Mengaklbatkan Keruglan Orang La1n

Pasal 157 -

(1)Set1ap pemlhk dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang"
‘tidak memenuhi dalam Pasal 10 ayat (1), yang mengakibatkan
~kerug1an harta ‘benda orang lain .diancam dengan  pidana -

penjara paling lama 3 (tiga) Tahun, ‘dan denda paling banyak -

10% (sepuluh per seratus) dar1 n1la1 bangunan dan penggantlan
: keruglan yang diderita. ~ ~ v .

(2)Set1ap pem111k dan/ atau Pengguna Bangunan Gedung yang :

tidak memenuhi dalam Pasal 10 ayat (1), yang mengak1batkan7_ :
kecelakaan bagi orang lain ‘atau mengaklbatkan cacat seumur -

hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

~ Tahun dan denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) .

~ dari mlal bangunan dan penggantlan keruglan yang diderita.

(3) Setlap pem111k dan/ atau Pengguna Bangunan Gedung yang“
tidak memenuhi dalam Pasal 10 ayat (1), yang mengaklbatkan -
hllangnya nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara .

- paling lama 5 (lima) Tahun ‘dan denda paling banyak 20% (dua . -

‘puluh : per “seratus). dari n11a1 bangunan dan penggantian:
keruglan yang d1der1ta :

(4) Dalam proses. peradllan atas tlndakan sebagalmana dimaksud *

‘ pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) hak1m memperhaukan S

pertlmbangan TABG

LRy : Baglan Ketlga ‘; S . e
Faktor Kelalalan yang Mengaklbatkan Kerug1an Orang Lain

Pasal 158

(l)Setlap orang atau badan hukum yang karena kelalalannya“" |
melanggar ketentuan ‘dalam Pasal ‘10 -ayat (1) yang telah-
ditetapkan - dalam peraturan ini sehlngga mengakibatkan

 bangunan tidak Laik Fungsi dapat’ dlpldana kurungan p1danaf; o

3 denda dan penggantlan keruglan
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(2)P1dana kurungan p1dana denda dan penggantlan keruglan
: sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mehputl e

" a. Pidana kurungan pallng lama 1 (satu) ‘tahun atau pidana
denda paling ~banyak 1% (satu per seratus) dari nilai

‘bangunan dan ganti kerugian _]lka mengaklbatkan keruglan

~harta benda orang la1n

;"b' Pidana kurungan pahng lama 2 (dua) tahun atau pidana

‘denda paling. banyak 2% (dua per seratus) dari nilai- .

 bangunan ~dan ganti kerugian - jika mengakibatkan
‘kecelakaan bagl orang lain sehingga menimbulkan cacat;

: C. Pidana’ kurungan pahng lama 3 (tlga) tahun atau pidana “ i

denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan
~dan ganti . keruglan _]lka mengaklbatkan hllangnya nyawa -
- orang lain." : S e :

o max
S *:~'_‘KETENTUAN,PERALIHAN,

~ “'--Pas'alj 159

(1)Bangunan Gedung yang. sudah dllengkap1 dengan IMB sebelum

~Peraturan Daerah 'ini berlaku, dan IMB yang dimiliki sudah

sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka '
IMB yang d1m111k1nya dlnyatakan tetap berlaku.

‘5(2)Bangunan Gedung yang sudah dllengkapl IMB sebelum

 Peraturan Daerah ini berlaku, namun IMB yang dimiliki tidak

- sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka -

- Pemilik Bangunan Gedung Wa_]lb menga_jukan permohonan IMB -
* baru. e

';(3)Bangunan Gedung yang sudah smemiliki IMB ksebelum i

Peraturan Daerah ini berlaku, - namun dalam proses

. pembangunannya - tidak sesuai dengan ketentuan dan

' - persyaratan dalam IMB, maka Pemilik Bangunan Gedung wajib

i ‘mengajukan permohonan IMB- baru atau melakukan perbaikan
(retroﬁttlng ) secara bertahap. & ‘

R ) Permohonan IMB. yang telah masuk/terdaftar sebelum

berlakunya Peraturan = Daerah ini, tetap dlproses dengan
~disesuaikan pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

(5) Bangunan Gedung ‘yang - pada ‘saat berlakunya Peraturan .

 Daerah ini belum dilengkapi IMB, maka Pemilik Bangunan :
Gedung wajib mengajukan permohonan IMB.

~(6)Bangunan Gedung pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini
- belum dilengkapi SLF, maka pemilik/Pengguna Bangunan e
- Gedung Wa_]lb mengajukan permohonan SLF. '

- (7) Permohonan = SLF yang telah ’ masuk/ terdaftar sebelum "
berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap . d1proses dengan
- dlsesualkan pada: ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. -

(8)Bangunan Gedung yang sudah d11engkap1 SLF sebelum
- Peraturan Daerah ini berlaku, namun SLF yang dimiliki tidak -
" sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka
" pemilik/Pengguna Bangunan ‘Gedung wajib - mengajukan
- . permohonan SLF baru. = e N :
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(9)Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum

(11)

Peraturan Daerah ini berlaku, namun kondisi Bangunan
Gedung tidak Laik Fungsi, maka pemilik/Pengguna Bangunan
Gedung wajib melakukan perbaikan (retrofitting) secara
bertahap.

Bangunan Gedung yang sudah dilengkapi SLF sebelum
Peraturan Daerah ini berlaku, dan SLF yang dimiliki sudah
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka
SLF yang dimilikinya dinyatakan tetap berlaku.

Pelaksanaan penertiban kepemilikan IMB dan SLF oleh
Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 160

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang
bertentangan dan/atau tidak sesuai harus disesuaikan dengan
Peraturan Daerah ini.

Pasal 161

Peraturan daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada tanggal 31 Juli 2015

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
Pada tanggal 31 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

HANUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU :

(9.40.C/2015)



